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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia di manapun dia 

berada dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945. Pada 

pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa pemerintah Negara Republik 

Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjelasan 

lanjutan adalah ada pada batang tubuh UUD 1945 pada pasal 28D ayat (1) 

yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum”.  

Tempat tinggal warga Negara Indonesia tidak hanya tersebar di 

wilayah teritorial nusantara saja, ada yang tinggal di berbagai penjuru 

dunia. Tinggal di berbagai Negara karena migrasi dalam beragam bentuk 

dan alasan. Berbagai alasan migrasi warga Negara ke luar negeri antara 

lain karena bekerja, ada juga karena ikut keluarga yang sudah lebih dahulu 

menetap di Negara tersebut.  

Menjadi pekerja migran atau lebih dikenal dengan nama Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) adalah salah satu solusi bagi keluarga miskin di 

Indonesia terutama yang berasal dari pedesaan. Upah yang ditawarkan 

sangat menggoda bila dibandingkan dengan Negara sendiri untuk jenis 

pekerjaan yang sama. Cerita keberhasilan sanak-saudara atau tetangga 

sekampung yang dibuktikan dengan kepemilikan benda-benda yang dibeli 

dengan harga mahal adalah godaan lain untuk menjadi PMI.  

Menurut BP2MI sejarah pekerja migran Indonesia ke Malaysia pada 

kurun waktu 1945-1960an sudah terjadi hanya saja tidak melibatkan 

pemerintah sebagai perantara maupun dalam pengaturan perlindungan. 

Menjadi PMI lebih kepada merantau dalam tradisi budaya masyarakat 
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terutama dari pulau Sumatera1. Bermigrasi ke Malaysia bagi warga negara 

Indonesia berlangsung sejak lama bahkan sebelum kedua negara 

merdeka. Sejak ekonomi Malaysia tumbuh pada tahun 1980an di mana 

Malaysia memerlukan banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan 

proyek pembangunan menjadikan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

ke Malaysia meningkat (Kassim, 2000). Minat PMI bekerja di luar negeri 

adalah di Malaysia tertinggi, kemudian disusul Taiwan, Hongkong, 

Singapore dan Saudi Arabia2.  

Peningkatan kedatangan PMI ke Malaysia melalui jalur legal dan 

illegal. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

mencatatkan Malaysia masih menjadi tujuan favorit pekerja migran dan 

jenis pekerjaan adalah pekerja informal presentasinya melebihi daripada 

lima puluh persen (50%) dan enam puluh sembilan 69% adalah 

perempuan 3. Data jumlah pasti PMI di Malaysia tidak dapat diketahui 

mengingat sebagian dari PMI adalah illegal. Pihak kedutaan Indonesia di 

Malaysia menyatakan bahwa antara 2,5- 2,7 juta diperkirakan jumlah PMI 

di Malaysia, 50%nya adalah illegal4. Bank Indonesia mencatatkan 

remitansi (pengiriman uang) dari pekerja migran Malaysia menempati 

urutan teratas yaitu 3,687 (dalam USD) disusul Singapura, Brunei 

Darussalam dan lainnya 5. 

Menjadi PMI kategori 3 D (Dirty, Dark, Dager) banyak diminati oleh 

warga negara Indonesia yang pendidikannya rendah. Keberadaan laki-laki 

yang terlebih dahulu ke Malaysia (bagi yang menikah) sering disertai 

bersama isteri yang kemudian menjadi pembantu rumah tangga dan 

pekerja informal lainnya. Menjadi PRT adalah kategori PMI yang rentan 

terhadap kejahatan baik fisik, psikologis maupun seksual. Status 

keberadaan mereka yang illegal inilah menjadi peluang bagi majikan untuk 

melakukan tindak kejahatan atau eksploitasi lainnya.  

 
1 https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah (Diakses pada 25 Maret 2022) 
2 https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan (Diakses pada 27 Januari 2022) 
3 https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan (Diakses pada 27 Januari 2022) 
4 https://www.tribunnews.com/internasional/2021/03/17/dubes-ri-sebut-ada-27-juta-
pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-50-diantaranya-ilegal (Diakses 27 Januari 2022) 
5 https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf (Diakses pada 27 Januari 2022) 

https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah
https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan
https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan
https://www.tribunnews.com/internasional/2021/03/17/dubes-ri-sebut-ada-27-juta-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-50-diantaranya-ilegal
https://www.tribunnews.com/internasional/2021/03/17/dubes-ri-sebut-ada-27-juta-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-50-diantaranya-ilegal
https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf
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Peraturan pemerintah Malaysia tidak mengizinkan pekerja asing 

kategori 3 D membawa serta keluarganya ke Malaysia. Kategori ini disebut 

juga dengan tenaga kerja nonprofessional (Sulastri, 2017). Peraturan 

tentang larangan menikah dan membawa keluarga tertuang di dalam 

peraturan imigrasi Malaysia dan akta kerja 1955 (Hasan & Santoso, 2018).  

Menurut Ilhami (2020) beragam persoalan PMI yang direkapitulasi oleh 

Migran Care (LSM yang menangani PMI) tahun 2018-2019 antara lain 

masalah dokumen, gaji, hilang kontak, kekerasan fisik, kekerasan seksual 

dan verbal, meninggal dunia, over stay, penipuan, sakit, ditahan majikan, 

dipenjara, terlantar, PHK, pembiayaan rumah sakit dan perdagangan 

orang (human trafficking). Rekap data yang tahun 2018 terdapat 189 kasus 

yang ditangani dan 2019 ada 269 kasus. Kasus perdagangan orang 

semakin meningkat dari 10 kasus (2018) menjadi 69 kasus (2019).  

Wahyudi (2015) dari lembaga pusat sumber daya buruh migran 

mencatat berbagai persoalan PMI yang ada di Malaysia. Masalah-masalah 

yang dihadapi PMI sebagai berikut: Jam bekerja yang berlebihan tanpa 

uang lembur; Tidak ada hari libur termasuk pemberian hak cuti, gaji 

dipotong bahkan tidak digaji; Upah tidak mencapai minimum yang 

ditetapkan Negara Malaysia; Pindah-pindah majikan sesuka agen; Tempat 

tinggal yang tidak layak atau tidak sesuai standar kesehatan; 

Pengetahuan, praktik kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah yang 

menjadikan kecelakaan kerja meningkat; Hilangnya hak “reunifikasi” PMI 

sebagai bagian dari keluarga. Artinya peraturan di Malaysia tidak 

membolehkan membawa anggota keluarga (pasangan), menikah dan 

hamil; Pembiayaan asuransi ada yang dibebankan kepada PMI oleh agen 

tetapi tidak terdaftar bahkan ada yang tidak berasuransi; Kriminalisasi oleh 

aparat (sebelum berangkat dan kedatangan); Rentan sebagai objek 

pemerasan, pengetahuan tentang informasi tentang hak pekerja dan 

prosedur sebagai sasaran pemerasan dari berbagai titik; Kontrak kerja; 

ada yang ada da nada yang tidak; Majkan tidak patuh pada kontrak kerja; 

Tidak ada serikat pekerja yang dapat menyatukan pekerja dan membahas 

persoalan pekerja; Paspor dipegang oleh majikan dan agen; dan 

Pemalsuan dokumen oleh agen.  
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Praktek illegal membawa isteri, anak, menikah di Negara tujuan dan 

memiliki anak menimbulkan masalah lainnya. Masalah yang timbul adalah 

keberadaan isteri yang dan anak-anak yang tinggal secara illegal. Anak-

anak berstatus illegal tidak mendapat akses kepada pendidikan. 

Keberadaan isteri dan anak jika ada masalah Negara tidak dapat 

melindungi secara maksimal. Masalah lain yang juga muncul adalah anak 

yang dilahirkan dari orang tua yang tidak berdokumen tidak dapat status 

kewarganegaraan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, setidaknya 

43.445 anak-anak atau anak muda, di bawah usia 21 tahun, masuk dalam 

kategori tanpa kewarganegaraan, jumlah ini merujuk data tahun 20196. 

Pemerintah Indonesia melalui kedutaan di Kuala Lumpur dan konjen 

di beberapa wilayah Malaysia mengupayakan anak-anak pekerja migran 

mendapatkan status kewarganegaraan mereka dan usaha mendapatkan 

Pendidikan yang layak. Pada suatu wawancara oleh media VOA 

Indonesia, Koordinator Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar 

Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur menyatakan: ”KBRI 

memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia yang ingin 

mendapat status kewarganegaraan, termasuk mereka yang tidak 

berdokumen resmi. Situasi Malaysia yang tidak membolehkan PMI 

membawa keluarga namun terjadi. Meski begitu KBRI Kuala Lumpur tetap 

melayani warga yang ingin anaknya diakui sebagai warga negara 

Indonesia”7.  

Meskipun pihak kedutaan siap menerima PMI yang ingin 

mendaftarkan status kewarganegaraan anak mereka, kenyataannya sulit 

terealisasi. Hal ini disebabkan banyak PMI yang tidak berani keluar karena 

takut dirazia oleh aparat Malaysia karena status illegal, apalagi membawa 

anak yang illegal pula. Keadaan ini perlu menjadi perhatian mengingat 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut negara melindungi 

PMI atas haknya sebagai manusia. 

 
6 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51113441 (Diakses, 27 Januari 2022) 
7 https://www.voaindonesia.com/a/banyak-anak-tki-di-malaysia-tanpa-
kewarganegaraan/5672383.html. (Diakses pada 3 Feb 2022).  

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51113441
https://www.voaindonesia.com/a/banyak-anak-tki-di-malaysia-tanpa-kewarganegaraan/5672383.html.%20(Diakses
https://www.voaindonesia.com/a/banyak-anak-tki-di-malaysia-tanpa-kewarganegaraan/5672383.html.%20(Diakses
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Masa awal pandemi tahun 2020 PMI Indonesia banyak yang 

mengalami masalah. Kebijakan Lock Down yang dilakukan oleh 

pemerintah Malaysia berdampak pada pemutusan hubungan kerja kepada 

PMI, ada yang dipulangkan bahkan ada yang bertahan tidak mendapat 

gaji. Ada 70 ribu PMI yang dipulangkan ke Indonesia8. Sampai bulan Maret 

2021 sebanyak 1.708 orang yang telah berhasil dipulangkan9. Mereka 

yang pulang ada tidak bekerja lagi, ada yang baru selesai masalah hukum 

serta masalah lainnya.  

Melihat banyaknya pekerja migran di Malaysia yang mengalami 

masalah perlu kajian tentang bagaimana Negara dalam melindungi 

warganya di luar negeri yang berstatus sebagai pekerja migran. 

2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah tentang bagaimana upaya 

meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri guna meningkatkan 

nasionalisme. Pertanyaan kajian dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana regulasi yang mengatur perlindungan warga Negara 

Indonesia di luar negeri. 

b. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam perlindungan warga Negara 

Indonesia di luar negeri khususnya pekerja migran. 

c. Bagaimana dukungan anggaran terhadap perlindungan WNI di luar 

negeri. 

 

3. Maksud Dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dalam kajian ini adalah: 

a. Untuk menjelaskan berbagai regulasi yang mengatur perlindungan 

warga Negara di luar negeri, 

b. Untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam perlindungan 

pekerja migran di luar negeri. 

c. Untuk menjelaskan dukungan anggaran terhadap perlindungan WNI di 

luar negeri.  

 
8 https://disnakertrans.ntbprov.go.id/malaysia-hadapi-krisis-ekonomi-krisis-politik-70-

ribu-pmi-akan-di-pulangkan/.  
9 https://www.kemenkopmk.go.id/sebanyak-199-pmib-dipulangkan-gelombang-

terakhir-pemulangan-pmi-jalur-udara. 

https://disnakertrans.ntbprov.go.id/malaysia-hadapi-krisis-ekonomi-krisis-politik-70-ribu-pmi-akan-di-pulangkan/
https://disnakertrans.ntbprov.go.id/malaysia-hadapi-krisis-ekonomi-krisis-politik-70-ribu-pmi-akan-di-pulangkan/
https://www.kemenkopmk.go.id/sebanyak-199-pmib-dipulangkan-gelombang-terakhir-pemulangan-pmi-jalur-udara
https://www.kemenkopmk.go.id/sebanyak-199-pmib-dipulangkan-gelombang-terakhir-pemulangan-pmi-jalur-udara
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4. Ruang Lingkup Dan Sistimatika Kajian 

Ruang lingkup kajian ini adalah pada warga Negara Indonesia yang 

berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai status warga negara 

Indonesia yang berada di Malaysia.  

Sistimatika kajian ini adalah penekanan pada kajian literatur tentang 

kebijakan Internasional, regional dan Nasional terkait perlindungan warga 

Negara termasuk pekerja Migran. Optimalisasi dalam perlindungan warga 

Negara Indonesia di luar negri pada kasus pekerja migran dilihat dari legal-

politik dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Upaya tersebut baik berupa 

kebijakan, sosialisasi dan anggaran dalam rangka perlindungan PMI. 

Perlindungan kepada PMI dimaksudkan agar membangkitkan Nasionalisme 

PMI sebagai warga Negara Indonesia.  

 

5. Metode Analisis Dan Pendekatan 

Metode penelitian di dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Data 

yang digunakan adalah berasal dari dokumen dan literatur kajian terkait 

berupa buku, jurnal, berita, laporan dan dokumen lainnya. Data yang 

diperoleh kemudian dipilah untuk dianalisis menggunakan teori yang 

relevan. Analisis menggunakan PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, 

Teknologi, Ekonomi dan Legal) yang dipilih adalah pada analisis legal-

politik. Analisis legal-politik mencakup: kebijakan internasional, kebijakan 

regional, dan kebijakan nasional dalam perlindungan PMI. Selanjutnya 

dengan teori kebijakan digunakan untuk menganalisis tentang perlindungan 

warga Negara dan PMI di luar negeri. Diharapkan dengan PMI yang 

terlindungi maka nasionalisme akan meningkat.  

Analisa legal-politik terbagi kepada 3 pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Kebijakan Perspektif Internasional.  

Pendekatan perspektif internasional digunakan bertujuan untuk melihat 

tren bermigrasi menjadi PMI dengan status illegal banyak dipraktekkan 

perlu dijelaskan dalam dimensi kacamata analisis kebijakan 

internasional dalam perlindungan pekerja migran.  
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Tren bermigrasi menjadi pekerja tersebut tidak hanyak berlaku 

bagi warga negara Indonesia tetapi ada negara lain yang juga rakyatnya 

melakukan hal yang sama. Seperti masyarakat Meksiko yang bermigrasi 

secara illegal ke Amerika Serikat. Mereka ini adalah yang sering menjadi 

masalah bagi negara Amerika Serikat. Pendekatan oleh Nina Glick 

Schiller yang dijelaskan di dalam buku “Migration theory: Talking Across 

Disciplines” yang diedit oleh Schittenhelm (2007). Nina Glick Schiller 

dalam (Schittenhelm, 2007) berpendapat bahwa “perspektif kekuatan 

global” tentang migrasi dalam perspektif analisis pada tiga aspek yaitu 

lokalitas, kekuasaan transnasional, dan konsep penggabungan antara 

lokal dan transnasional migran.  

Perspektif kebijakan internasional perlu dijelaskan karena 

bermigrasi adalah budaya global. Aspek lokalitas yang dimaksud adalah 

pada kebijakan atau peraturan serta budaya negara asal dan tujuan. 

Aspek kekuasaan transnasional adalah pada jalur usaha diplomasi antar 

negara dalam mengatasi persoalan pekerja migran illegal.  

b. Pendekatan Kebijakan Regional 

Analisa legal-politik dengan pendekatan kebijakan regional 

adalah pada posisi Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang sama-

sama berada di ASEAN. Ada kebijakan regional sesama anggota 

ASEAN. Salah satu bentuk kebijakan dalam perlindungan PMI adalah 

ASEAN agreement (persetujuan) tentang perlindungan pekerja migran. 

Salah satu bentuk komitmen adalah dengan pendekatan diplomasi antar 

negara dalam menyelesaikan masalah PMI. Diplomasi dan model 

perlindungan warga negara indonesia di luar negri menurut Asep 

Setiawan adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negri 

dengan segala tingkatannya dari yang tertinggi hingga yang terendah. 

Unsur pokok di dalam diplomasi adalah negosiasi, mengedepankan 

kepentingan negara, tindakan untuk kepentingan nasional dan 

dilaksanakan dengan damai (Setiawan, 2016).  

c. Pendekatan kebijakan Nasional. 

Kebijakan nasional Indonesia dalam perlindungan warga negara 

jelas termaktub di dalam UUD 1945. Pada pembukaan UUD 1945 dan 
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Pasal 28 D ayat satu (1). Selanjutnya kebijakan khusus mengenai 

perlindungan pekerja migran terdapat dalam Undang-undang nomor 18 

tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Sebelumnya ada undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Nageri.  

 

 

6. Pengertian 

a. Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendefinisikan perlindungan 

WNI adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan 

melindungi kepentingan WNI dan Bantuan Hukum Internasional di luar 

negeri termasuk menyediakan bantuan informasi/hukum/dan/atau sosial 

dengan memperhatikan prinsip mengedepankan keterlibatan 

keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai 

dengan ketentuan perudang-undangan. Perlindungan tidak mengambil 

alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI. Perlindungan adalah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum Negara 

setempat dan kebiasaan internasional10. Payung hukum untuk 

perlindungan WNI di luar negeri adalah Peraturan Menteri Luar Negeri 

Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri. 

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia 

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai warga Negara (UU No.12/2006 tentang Warga Negara). 

 

b. Migrasi, Bermigrasi dan Pekerja Migran  

Migrasi menurut pengertian secara bahasa adalah perpindahan 

penduduk dari satu tempat ke tempat lain (negara) untuk menetap11. 

Migrasi atau bermigrasi dalam pengertian umum adalah perpindahan 

dari tempat tinggal asal ke tempat tujuan (relatif permanen). Menurut 

O’Reilly Karen (O’Reilly Karen, 2012) migrasi internasional adalah 

 
10 https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html (Diakses pada 23 Mei 2022) 
11 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migrasi (Diakses pada 6 Agustus 2022) 

https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migrasi
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perpindahan individu dan kelompok dari satu Negara ke negara lain 

untuk tinggal di tempat lain setidaknya sementara waktu seringkali 

permanen yang tujuannya lebih dari sekedar kunjungan atau berwisata. 

Beberapa isilah yang perlu dijelaskan yaitu pengertian Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga 

Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan 

dengan upah di luar wilayah Republik Indonesia (Undang-Undang No.18 

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). 

Pekerja migran sering disebut juga dengan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI). Pemerintah Indonesia secara khusus membuat lembaga atau 

badan yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan TKI yaitu Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negri (BNP2TKI). BNP2TKI berubah lagi menjadi Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sesuai dengan 

penggantian nama TKI menjadi PMI12. 

ILO (2006) mendefiniskan pekerja migran adalah sesorang yang 

bermigrasi dari satu Negara ke Negara lain dengan maksud untuk 

diperkerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapa saja 

yang diterima secara regular sebagai seorang pekerja migran.  

Menjadi pekerja migran dengan tujuan mendapatkan penghasilan 

lebih baik daripada di kampung sendiri. Faktor “Push and Pull” adalah 

teori klasik dalam menjelaskan mengapa orang bermigrasi. Menurut 

World Bank (World Bank Working Paper 149, 2008) sejarah orang 

Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia sudah ada sejak zaman 

penjajahan Belanda, dimulai dengan cara tradisional seperti berdagang 

dan bekerja di kawasan pelabuhan Malaka. 

  

c. Kebijakan/ Regulasi Terhadap Pekerja Migran 

Pengertian kebijakan secara bahasa adalah rangkaian konsep 

yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pemerintahan 

untuk mencapai sasaran13. Kebijakan pada intinya adalah pedoman atau 

 
12 https://bp2mi.go.id/ (Diakses pada 2 Februari 2022) 

13 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan (Diakses pada 7 Februari 2022) 

https://bp2mi.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan
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panduan untuk tindakan yang bersifat sederhana atau kompleks serta 

dalam bentuk umum atau khusus (Muadi at al, 2016). 

Pada konteks kebijakan Negara ada beberapa hal yang dijadikan 

panduan yaitu kebijakan Negara dalam bentuk dinyatakan, tindakan dan 

untuk kepentingan masyarakat. Setiap membuat kebijakan sama artinya 

dengan membuat keputusan yang diikuti dengan rangkaian tindakan 

yang mengarah pada tujuan yang dipilih. Peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah akan diteruskan oleh aparat birokrasi 

kemudian diimplementasikan kepada masyarakat. Implementasi 

kebijakan dapat diukur keberhasilannya.  

Perumus kebijakan adalah aktor yang bertindak sebagai penentu 

kebijakan, pada konteks kajian pekerja migran adalah kepala negara, 

menteri tenaga kerja (BP2MI secara khusus), menteri luar negeri, 

Menteri dalam negeri, kementerian hukum dan HAM, pemerintah 

daerah. Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam pemerintahan 

Negara dalam membuat peraturan perudangan harus membahas 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

Pembahasan ditugaskan kepada menteri tenaga kerja, selanjutnya 

dibahas bersama sehingga disahkan menjadi undang-undang. 

Pihak yang terlibat dalam regulasi kebijakan tentang PMI tidak 

hanya pemerintah Indonesia tetapi juga kebijakan Negara lain yaitu 

Malaysia dan dari organisasi PBB yang menangi masalah tenaga kerja 

yaitu International Labor Organization (ILO). ILO sebagai organisasi 

internasional yang megurus masalah tenaga kerja memperhatikan aspek 

hak asasi manusia sebagai landasan universal. Kebijakan yang berbasis 

tujuan untuk kepentingan masyarakat atas nama bangsa dan Negara 

harus mencakup: identifikasi masalah, agenda, rumusan, pengesahan, 

implementasi dan evaluasi (Muadi at al, 2016). 

d. Nasionalisme PMI 

Nasionalisme PMI pada konteks ini adalah output daripada PMI 

yang terlindungi. Menurut Maksum dan Surwandono (2018) 

Nasionalisme diartikan sebagai ideologi penggerak dan sentimen. 

Nasionalisme sebagai penggerak adalah pada konteks merebut dan 

mempertahankan kedaulatan negara. Nasionalisme pada konteks 
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sentimen adalah tentang sikap kesetiaan bersama kepada Negara oleh 

seluruh warganegara berlandaskan pada ikatan bahasa, sejarah, 

budaya dan ikatan kebersamaan lainnya. 

Secara psikologis dapat juga diartikan sebagai keadaan pikiran 

dan perasaan yang dimiliki yang dapat menyatukan sekelompok orang 

secara kolektif yang anggotanya memiliki identitas bersama berdasarkan 

persamaan geografis, sejarah, budaya dan ikatan emosianal yang khas 

lainnya. Pemahaman tentang Nasionalisme dalam kajian ini dibatasi 

pada konteks nasionalisme warga Negara Indonesia yang sedang tidak 

berada di wilayah Indonesia. Melalui kajian literature yang pernah 

dilakukan tentang nasionalisme PMI warga Negara di Malaysia adalah 

acuan utama dalam kajian ini. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

7. Umum 

Pengkajian tentang migrasi antar Negara adalah kajian global yang 

melibatkan kebijakan antar negara. Persoalan PMI sangat banyak dan 

kompleks dimulai dari sebelum pemberangkatan, penempatan, di tempat 

kerja dan kepulangan ke tanah air. Isu yang mengemuka antara lain adalah 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dan Hak anak.  

Masalah tindak kriminal seperti penipuan, perdagangan dan 

penyeludupan manusia adalah bentuk-bentuk perlakuan yang diterima oleh 

PMI sebelum berangkat dan penempatan. 

 

8. Perundang-undangan 

Payung hukum tertinggi di dalam perlindungan warga negara 

Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 baik di dalam pembukaan 

maupun di dalam pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi; “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.  

Undang-undang khusus tentang pekerja migran yang pernah ada 

adalah Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini 

banyak memberikan peran swasta seperti informasi, pendataan, mengurus 

dokumen, pelatihan, penampungan, cek kesehatan, penyelenggara 

pemberangkatan, penyelesaian masalah hingga kepulangan. Pada sisi 

lembaga ada peraturan turunan dari undang-undang 39/2004 yaitu 

Peraturan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian 

Bantuan Tanggap Darurat Bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah. 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan 

International Cnvention on The Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Tentang 

Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).  
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Undang-undang baru nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia peran swasta hanya pada proses 

memberangkatkan dari hasil verifikasi. Data PMI adalah yang dinyatakan 

sudah siap oleh lembaga terpadu satu atap yaitu BP2MI.  

Beberapa peraturan turunan dari Undang-undang nomor 18/2017 

adalah Peraturan BP2MI nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan 

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan PMI bermasalah. Pada tahun 

2022 lahir Peraturan BP2MI (Perban) nomor 05 tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan BP2MI Nomor 01 tahun 2020 tentang Standar, 

Penandatanganan Dan Verifikasi Perjanjian Kerja PMI. Peraturan ini adalah 

sebagai tindak lanjut dari MoU antara Indonesia-Malaysia dalam 

perlindungan PMI pada 1 April 2022. Selanjutnya pada bulan Juni 2022 lahir 

lagi Perban BP2MI tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.  

Panduan Organisasi internasional seperti ILO (International Labour 

Organization, 2016) membuat buku panduan untuk mengantispasi 

permasalahan yang sifatnya garis besar pedoman. Secara spesifik tentu 

saja terkait kebutuhan negara terkait.   

 

9. Kerangka Teoritis 

Analisa pada perspektif teori kebijakan mengacu pada beberapa 

pendekatan antara lain Andries Hoogerwerf (1990) yang melihat pada 

beberapa aspek yaitu pertama memeriksa pada keseluruhan sebab dan 

asumsi lain yang mendasari kebijakan. Beberapa kriteria yang dapat 

dijadikan acuan yaitu: ketepatan perumusan, differensiasi, keterbaduan, 

makna empiris dan legitimasi. Analisis pada kebijakan dilihat pada isi, 

proses dan hasil daripada kebijakan. Menurut Hoogerwerf (1990:290) 

dalam keputusan kebijakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti 

pandangan dan sikap politik. Pandangan dan sikap dilihat sebagai struktur 

dan kualitas menggunakan teori kebijakan. Unsur di dalam struktur dapat 

dilihat pada subkultur politik, peran orang tersebut, sifat proses politik, 

dinamika proses politik, bidang kebijakan dan pengaruh informasi aktual. 

Analisis kebijakan dimaksudkan untuk mengevaluasi program atau 

kebijakan (Kevin B Smith and Christoper W. Larimer, 2009). Melihat 
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kebijakan pada aspek “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak 

atau tidak bertindak”.  

Analisa kebijakan juga dapat dilihat dalam risalah kebijakan dengan 

pemodelan mengidentifikasi perubahan struktur kebijakan terhadap objek 

kebijakan (Andhika, L.R. 2019). Pemodelan tersebut dinamakan meta-

theory untuk meninjau kebijakan yang diputuskan di dasari fenomena 

masalah tertentu, kebutuhan untuk mempercepat perubahan. Memeriksa 

pada risalah kebijakan dapat medorong pada kebijakan berkualitas untuk 

rekomendasi terhadap pilihan kebijakan. Selanjutnya pemodelan kebijakan 

dilihat pada konteks empiris dan praktiknya. Alur pikir analisis perlindungan 

PMI dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Patton & Sawicki (1993) mengajukan langkah-langkah sebelum 

analisis kebijakan yaitu definisi, penentuan kriteria evaluasi, identifikasi 

alternatif kebijakan, memperlihatkan perbedaan antara kebijakan dan 

penilaian terhadap hasil kebijakan. Pada konteks kebijakan perlindungan 

warga Negara yang berstatus PMI di luar negeri difokuskan pada kebijakan 

perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah pada kebijakan 

internasional, regional dan nasional.  

 

 

10. Data dan Fakta Hasil Kajian 

Ulasan kajian terdahulu terkait dengan perlindungan warga Negara 

dan pekerja migran dibagi kepada 3 bahasan. Bahasan kajian pertama 

Perlindungan 
PMI

Kebijakan:
- Internasional
- Regional
- Nasional

Monitoring 
KebijakanEvaluasi

Kebijakan 
baru
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adalah tentang bermigrasi ke luar Negara. Pembahasan kedua adalah 

tentang perlindungan warga Negara di luar negeri dan ketiga tentang 

perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri. 

a. Bermigrasi Menjadi PMI ke Malaysia 

Peneliti yang dikenali dalam membahas tentang migrasi adalah 

Michele Ford (Ford, 2006, 2019) yang mengkhususkan penelitiannya 

pada tenaga kerja migran Indonesia ke kawasan ASIA. Kajian Ford yang 

dipublikasikan pada tahun 2006 dan 2019 menyatakan bahwa 

pemerintah Indonesia kurang melakukan usaha (effort) menanggulangi 

lajunya pekerja migran ke Malaysia utamanya yang ilegal.  Selain Ford 

banyak lagi pengkaji yang menyatakan banyak masalah PMI ke Malaysia 

yang tidak maksimal ditangani. Salah satu persoalan yang muncul 

adalah bahwa UU 39/2004 masih perlu diperbaiki. Lahirnya Undang-

undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia sebagai respon pemerintah dalam memberikan perlinduangan 

terhadap PMI.   

Bermigrasi dari satu tempat atau Negara ke tempat lain dijelaskan 

dengan teori klasik migrasi yaitu faktor “Push dan Pull” artinya daya 

dorong dari tempat asal dan daya tarik di tempat tujuan. Organisasi IOM 

(International Organization for Migration, 2010) merilis gambaran umum 

migrasi pekerja Indonesia yang ke luar negri. IOM mengumpulkan data 

bersama dengan pemerintah Indonesia ke Negara yang banyak menjadi 

tujuan PMI seperti Malaysia, Singapura, Kuwait dan Bahrain. Data ini 

dimaksudkan untuk perbaikan undang-undang tentang perlindungan 

pekerja migran.  

Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa Malaysia adalah 

Negara tujuan tertinggi bagi pekerja migran dalam bermigrasi dan 

bekerja. Lima Negara tujuan tertinggi berikutnya adalah Taiwan, diikuti 

oleh Hongkong, Singapura dan Saudi Arabia. Pada tahun 2021 databoks 

mencatatkan 5 negara tujuan PMI tertinggi adalah Malaysia, Arab Saudi, 

Taiwan, Hongkong dan Singapura14. 

 
14 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/penempatan-pekerja-migran-indonesia-
naik-874-pada-agustus-2021 (Diakses pada 10 Juni 2022).  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/penempatan-pekerja-migran-indonesia-naik-874-pada-agustus-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/penempatan-pekerja-migran-indonesia-naik-874-pada-agustus-2021
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Tabel 1: Penempatan PMI Berdasarkan Negara Tujuan Periode 

2017-2019 

 

Sumber: BP2MI; www.bp2mi.go.id.   

Data tersebut adalah yang tercatat di Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang 

kemudian berubah nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI).  Nama BP2MI adalah sebutan yang menjadi amanat 

di dalam UU no.18/2017. Data selanjutnya adalah jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar negeri adalah sektor 

informal. Data yang diperlihatkan oleh BP2MI periode 2017-2019 berikut 

menggambarkan bahwa pekerja rumah tangga adalah tertinggi di antara 

pekerjaan informal lainnya.  

Tabel 2: Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2017-

2019: 

 

http://www.bp2mi.go.id/
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Sumber: BP2MI; www.bp2mi.go.id. 

Perhatian pada aspek kesejahteraan pekerja migran selain 

daripada perlindungan hukum adalah aspek kesejahteraan pekerja 

migran untuk masa tua mereka. Habibullah, Jauhari dan Sandra  

(Habibullah et al., 2016) menitik beratkan pada aspek jaminan 

perlindungan sosial pada TKI15 (Tenaga Kerja Indonesia) yang 

bermasalah. TKI yang bermasalah memerlukan pihak terkait selain 

masalah hukum, misalnya pendampingan psikologi dan pengantaran 

pulang ke kampung asalnya. Masalah ini juga telah direspon dalam 

Undang-undang yang disahkan pada tahun 2017.  

Wahyudi (2016) menulis thesis tentang perjalanan PMI illegal di 

Malaysia menjelaskan bahwa PMI yang tidak mempunyai dokumen 

disebut PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin) telah mempengaruhi kehidupan 

social, ekonomi masyarakat Malaysia. Hasil kajian Wahyudi mendapati 

ternyata modal sosial dalam bentuk jaringan dalam berbagai bentuk 

yang tidak terdeteksi oleh aparat dalam proses keberangkatan tanpa 

dokumen. Bentuk jaringan tersebut adalah persahabatan, persaudaraan, 

tetangga atau berasal dari etnik yang sama. Jaringan ini amat kuat dan 

terstruktur yang dipatuhi oleh sesama pekerja migran. Penyelesaian 

masalah di antara mereka dan Negara tujuan sulit ditembus tanpa 

terlibat lama dengan mereka.  

Hugo (2005) melihat dalam perspektif Negara asal di mana 

fenomena migrasi terjadi banyak berasal dari desa atau kampung. 

Migrasi tidak hanya dari desa ke kota tetapi dari desa melampau Negara. 

Kurangnya pekerjaan di desa menjadi sebab utama banyak orang desa 

bermigrasi. Hugo melihat pembangunan di wilayah yang ditinggalkan 

oleh migran sering tidak merata. Meski demikian banyak kondisi desa 

berubah ketika hasil dari migrasi banyak terwujud pada bangunan-

bangunan mewah hasil migrasi.   

Pada sisi Negara penerima pekerja migran Kassim (2000 dan 2011) 

mengkaji tentang pekerja migran di Malaysia yang berasal dari berbagai 

 
15 Penyebutan nama TKI menjadi pekerja migran seiring dengan nama yang ditetapkan di 
dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017.  

http://www.bp2mi.go.id/
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Negara termasuk Indonesia. Kassim mengkaji khusus tentang migran ke 

Malaysia yang banyak merubah tatanan kehidupan social ekonomi 

Malaysia, bahkan tata ruang pemukiman. Pengertian dari sisi peraturan 

Negara Malaysia dijelaskan oleh Kassim (2011) sebagai berikut: 

1) Orang yang masuk ke Negara dengan cara membawa dokumen 

resmi seperti izin kerja, kunjungan atau berwisata tetapi tidak 

memperpanjang izin tinggal berikutnya.  

2) Orang yang masuk ke Negara dengan cara resmi bekerja pada satu 

tempat tetapi berbeda dalam pelaksanaan. 

3) Penyalahgunaan izin tinggal 

4) Tidak membawa dokumen sama sekali ketika masuk Malaysia 

5) Anak yang lahir di Malaysia tidak terdaftar sebagai orang tua luar 

Negara Malaysia 

6) Orang asing yang memiliki dokumen identitas yang berbeda dengan 

pemegang dokumen atau dokumen palsu. 

7) Pencari suaka di mana Malaysia bukan Negara penanda tangan 

penerima suaka. 

Kassim melihat bahwa pada migrasi warga asing yang mencapai 

6,7 juta terdapat 2,2 juta tidak memiliki dokumen dan izin resmi. Masalah 

PATI inilah yang kemudian menimbulkan persoalan bagi Malaysia. 

Hilangnya pendapatan pajak dari pekerja serta masalah kriminal yang 

timbul.  

 

b. Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri 

Handono (2005) menulis artikel tentang perlindungan warga 

Negara perbandingan antara Indonesia, Philipina dan Jepang. Kajian 

tentang perlindungan warga Negara pada 3 negara tersebut terdapat 

perbedaan kebijakan. Perbedaan tersebut terletak pada keunikan 

kebijakan pada konteks politik, ekonomi dan social budaya yang 

melekat.  

Perlindungan kepada warga Negara di luar negeri dengan 

berbagai status adalah kewajiban Negara. Secara umum perlindungan 

bisa serupa namun terdapat kekhususan dan fokus terkait status 

keberadaan warga Negara di luar negeri. Perbedaan negara Jepang dan 
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Philipina dalam memberi perhatian dan perlindungan warga negaranya 

terletak pada langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian 

masalah. Pada konteks Indonesia perhatian yang lebih besar ditujukan 

kepada tenaga kerja Indonesia (TKI). Perhatian yang lebih besar 

disebabkan banyaknya warga Negara Indonesia yang terlibat masalah 

hukum di mana mereka bekerja. Masalah lainnya adalah banyaknya 

pelanggaran terhadap hak pekerja. Oleh karena itu menyangkut 

kepentingan pekerja maka sudah sewajarnya aspek keselamatan dan 

keamanan pekerja migran mendapat perhatian khusus dari pemerintah 

Indonesia. Salah satu contoh perhatian khusus adalah 

ditandatanganinya perjajian bersama atau Memorandum Of 

Understanding antara Indonesia-Malaysia terkait perlindungan pekerja 

Indonesia di Malaysia.  

Susiana (2012) menulis banyaknya kasus yang menimpa PMI di 

Malaysia dengan rekomendasi perlunya revisi UU 39/2004. Kajian 

Susiana memperkuat bahwa banyaknya kasus pelanggaran hukum 

kepada PMI di Malaysia salah satunya disebabkan oleh undang-undang 

tentang perlindungan PMI yang kurang memadai. Jenis-jenis 

pelanggaran antara lain dokumen, hukuman di Negara Malaysia bahkan 

ada yang sedang dalam proses hukuman mati. Meski PMI illegal banyak 

yang mengalami masalah namun angka minat pekerja Indonesia ke 

Malaysia tidak surut.  

 

c. Masalah Yang Dihadapi PMI dan Perlindungan Negara. 

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh PMI mulai dari sebelum 

berangkat, masa pelatihan, pengiriman, penempatan dan di tempat 

kerja. Pada kajian ini pengkaji hanya menyoroti pada masalah pekerja 

perempuan dan anak-anak yang bermasalah di Negara Malaysia.  

Farida Sondakh dan Tita Nauvalita (2003) mempublikasikan hasil 

penelitian tentang pekerja yang dipublikasikan oleh World Bank. 

Beberapa persoalan yang muncul ditemukan pada perempuan yang 

bekerja di sector domestic adalah yang paling rentan terhadap berbagai 

tindakan pelecehan seperti fisik, psikologis bahkan seksual. Tahapan 

penderitaan PMI perempuan mulai dari sebelum keberangkatan. 
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Contohnya adalah pemerasan oleh sponsor agen perekrutan, disekap di 

penampungan sementara, hidup di penampungan secara tidak sehat, 

pelecehan dan pemalsuan dokumen. Tahapan berikutnya adalah 

penempatan, PMI berhadapan dengan agen-agen di Negara tujuan dan 

majikan seperti menahan gaji, pemotongan, serta ada yang tidak 

dibayar. Masalah lainya seperti kontrak kerja diakhiri secara sepihak, jam 

kerja yang melebihi perjanjian (tanpa biaya lembur), tidak diizinkan 

berkomunikasi dengen keluarga atau agen atau KBRI. Masalah yang 

kekerasan fisik dan verbal, pelecehan dan pemerkosaan. 

Selanjutnya masalah pada paska penempatan ketika PMI kembali 

ke tanah air di bandara mereka ditemui oleh para calo yang memaksa 

mereka untuk menukar uang dengan nilai tukar rendah (dari yang 

berlaku) menaiki kendaraan yang sudah disediakan calo dengan 

bayaran tinggi. Masalah tidak hanya sampai di sini setelah tiba di rumah 

dipaksa membayar hutang keluarga yang seharusnya bukan 

tanggungan PMI. Farida Sondakh dan Tita Nauvalita (2003) melihat 

bahwa peranan KBRI dan KJRI sangat penting dalam membantu PMI 

yang bermasalah di luar Negara.  

Bryant dalam hasil risetnya berjudul “Children of International 

Migrants in Indonesia, Thailand and the Phillipines: a Review of Evidence 

and Policies” (Bryant, 2005) tentang anak-anak yang orang tuanya 

bermigrasi mengalami masalah baik yang ditinggal maupun yang 

dibawa. Kajian Bryant (2005) pada anak yang ditinggal, bahwa mereka 

secara psikologis kurang kasih sayang karena tidak diasuh langsung 

oleh orang tua. Sementara anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya 

bermigrasi lebih menderita daripada anak-anakyang ditinggal dengan 

keluarganya. Sulitnya mendapat akses pada pemenuhan hak-hak anak 

di Negara tujuan karena kendala administrasi adalah hal yang lumrah 

terjadi.  

Wahyono (2007) menulis artikel tentang masalah hak pekerja 

migran mendapat perlindungan di Malaysia yang dipublikasikan ke 

dalam jurnal kependudukan. Wahyono (2007) medeskripsikan berbagai 

persoalan yang dihadapi oleh PMI belum mendapat perlindungan 

maksimal. Wahyono meneliti tentang pekerja migran tidak hanya berasal 
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dari Indonesia tetapi juga dr Philipna, India dan Vietnam. Jenis pekerjaan 

yang diteliti adalah asisten rumah tangga, buruh pabrik, pekerja 

konstruksi, pekerja perkebunan dan pekerja di toko serta restauran. 

Temuan dalam penelitian ini terdapat pelanggaran seperti gaji rendah, 

gaji ditahan bahkan tidak dibayar, kekerasan fisik, kondisi tempat tinggal 

yang tidak layak, penahanan paspor (oleh agen atau majikan), korban 

perdagangan manusia bahkan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. 

Selain itu para pekerja juga dapat menjadi korban pungutan liar oleh 

oknum polisi dan oknum imigrasi Malaysia. Serangkaian persoalan 

tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang informasi 

tentang bagaimana melakukan perjalanan berdokumen. Faktor 

berikutnya adalah kurangnya informasi dan pemahaman tentang hukum 

tenaga kerja dan peraturan keimigrasian Negara setempat. Faktor 

pemalsuan data oleh agen yang merekrut serta pemalsuan antara 

dokumen penempatan dengan tempat bekerja.  

Shavira Lisdiany Sulastri (Sulastri, 2017) menelaah pada aspek 

hukum dan kebijakan baik internasional maupun regional. Ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia tentang larangan membawa 

anak pekerja memerlukan pendekatan antar kedua Negara. Hasil dari 

penelitian Sulastri ini menghasilkan dibolehkannya anak-anak TKI ikut 

belajar pada lembaga pendidikan di Johor yang mengikut pada kurikulum 

Indonesia.   

Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Windari (Windary, 

2013) tentang Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan 

Anak TKI di Sabah. Anak-anak TKI di Sabah dapat memperoleh 

pendidikan dasar namun materi pengajarannya berbasis kurikulum 

Malaysia. Kerjasama ini sekurangnya adalah respon terhadap masalah 

anak TKI yang memerlukan pendidikan. Aminullah pernah menjadi guru 

bagi anak-anak TKI yang berada di Sabah khususnya mereka yang 

bekerja di perkebunan. Target yang dicapai sebatas pada kemampuan 

membaca dan berhitung dasar, karena kegiatan ini adalah kerjasama 

dengan LSM Malaysia (Aminullah, 2012). 

Raharto, A., & Noveria, M. (2012) Raharto, A. dan Noveria, M 

(2012) menyoroti tentang isu perlunya group advokasi dalam usaha 
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perlindungan terhadap pekerja migran oleh berbagai pihak. 

Perlindungan diperlukan mulai dari sebelum keberangkatan seperti 

tahapan rekrutmen, kemudian tahapan pelatihan sehingga tahapan 

penempatan. Masa penempatan juga tetap memerlukan perlindungan. 

Kajian pada tahun 2012 ini adalah masa di mana Indonesia belum 

mempunyai undang-undang spesifik tentang perlindungan pekerja 

migran Indonesia. 

Noveria M (2017) melakukan kajian pada sebagian masyarakat di 

Desa Sukorejo Wetan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang 

menjadi PMI di berbagai negara. Noveria M menemukan masayarakat di 

desa tersebut melakukan migrasi berulang menjadi PMI. Ada beberapa 

factor yang menyebabkan terjadinya PMI berulang yaitu: pertama hasil 

bekerja di luar negri cukup untuk membiayai hidup di kampong. Kedua, 

ada masalah dengan adaptasi di kampung setelah kembali. Ketiga, gaji 

atau upah bekerja lebih rendah dari pada di luar negri. Keempat, 

kesulitan dalam berwirausaha. Hal yang menjadi peluang adalah 

tersedianya jaringan yang membantu kembali ke Negara tujuan dalam 

mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal. 

Natalis dan Budi Ispriyarso (2018) menyoroti masalah politik 

hukum dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia berbasis feminis. 

Natalis dan Budi memeriksa pada beberapa regulasi dan kebijakan 

terkait perlindungan PMI. Kajian mereka dimulai dari konsep idela, 

konstitusional, legislasi dan implementasi. Hasil kajian mendapati bahwa 

regulasi dalam perlindungan PMI perempuan tidak ada peraturan khusus 

sebagai tindak lanjut dari pengesahan konvensi yang telah diratifikasi.  

Sari D.A. I at al (2021) dalam artikelnya berjudul “Karakteristik 

Gender Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran di Negara ASEAN”, 

sorotan kajian pada kebijakan tentang perlindungan pekerja migran 

Indonesia dengan pendekatan perspektif gender. Perlindungan PMI 

melalui undang-undang masa pemerintahan presiden Susilo Bambang 

Yudoyono yaitu UU No.39/2004. Sari D.A.I melihat bahwa adanya 

undang-undang tersebut ternyata tidak terlalu berdampak pada 

pengurangan angka tindak kekerasan terhadap PMI. Analisa Sari D.A.I 

pada UU tersebut adalah bahwa kebijakan UU No.39/2004 tidak 
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berspektif gender, sehingga tidak menyentuh pada aspek pengurangan 

tindak kekerasan terhadap perempuan. Masa pemerintahan Joko 

Widodo lahir UU No.19/2017 tentang perlindungan PMI, namun 

peraturan turunan dari Undang-undang tersebut belum dilaksanakan. 

Selain masalah peraturan turunan dari undang-undang kajian Sari D.A. 

I menemukan bahwa Indonesia sebagai Negara pengirim PMI dalam 

negosiasi lemah dalam prosisi tawar terhadap Negara penerima PMI.  

Saliman (2013) mengkaji aspek hukum 2 negara antara Indonesia 

dan Malaysia dilihat pada perspektif Negara masing-masing, perspektif 

Negara ASEAN dan perjanjian bersama (MoU). Saliman (2013) melihat 

bahwa fenomena migrasi PMI dilihat pada aspek ekonomi adalah hal 

yang menguntungkan kedua Negara. Pendekatan kajian yang dilakukan 

melalui metode sejarah, norma hukum positif yang dianalisis sebagai 

penelitian normatif. Konstitusi Negara Malaysia tahun 1957 dilihat 

menempati posisi penting dalam prinsip perlindungan warga Negara dan 

sebagai Negara hukum. Beberapa prinsip tentang perlindungan hukum 

pekerja migran ditandatangani dalam perjanjian Internasional seperti 

piagam ASEAN dan MoU dengan pemerintah Indonesia. Meski demikian 

dalam pelaksanaan masih banyak yang perlu diperbaiki.  

Hasil penelitian Saliman (2013) menyatakan bahwa PMI di 

Malaysia secara hukum sudah mempunyai dasar perlindungan melalui 

undang-undang dan peraturan. Sementara di Malaysia undang-undang 

khusus mengenai perlindungan pekerja asing. Akta mengenai pekerja 

secara umum digunakan kepada semua pekerja yang berada di 

Malaysia. Perjanjian antara kedua Negara (MoU) tentang perlindungan 

PMI bukan dokumen undang-undang. Karenanya tidak dapat 

diberlakukan sebagai “mahkamah”. MoU harus ditingkatkan menjadi 

undang-undang di Malaysia. Diperlukan undang-undang Malaysia yang 

berisi ratifikasi perjanjian internasional tentang perlindungan buruh dan 

anggota keluarganya.  

Aswindo, M. At al (2021) mengkaji tentang dampak Movement 

Control Order (MCO) dan penghentian sementara pekerja PMI oleh 

pemerintah Malaysia terhadap PMI. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

banyak PMI yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ada yang 
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masih bertahan dengan tabungan yang tersisa. Sementara itu dari pihak 

Indonesia yang biasa mengirim PMI juga mengalami dampak karena 

berkurangnya permintaan tenaga kerja Indonesia. Hal ini tentu saja 

berdampak pada perekonomian daerah pengirim PMI. 

 

11. Geostrategi Ketahanan Nasional dan Lingkungan Strategis 

Sasaran pembangunan yang akan dicapai meliputi semua aspek 

kehidupan bangsa yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 

hankam. Selain itu tiga aspek trigatra geografi, demografi dan sumber 

kekayaan alam yang meliputi pengelolaan, pemanfatan dan 

pengamannya. Pada kajian ini sorotan utama pada aspek politik, sosial 

budaya, hankam dan demografi.  

a. Politik 

Kondisi ketahanan nasional yang kuat Setiap negara memiliki 

tantangan dalam melindungi warga negaranya dari ancaman dan 

gangguan termasuk Indonesia. Ancaman yang datang baik dari dalam 

maupun luar. PMI adalah warga negara yang perlu dilindungi secara 

hukum dan politik. Kondisi politik yang stabil dalam suatu negara dapat 

menghasilkan kebijakan yang melindunga segenap warga negara baik 

yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Politik luar Negeri adalah salah satu sarana dalam mencapai 

kepentingan nasional dalam pergaulan antar negara yaitu perlindungan 

warga negara. Politik luar negeri Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang 

menyatakan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta anti penjajahan karena 

tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. 

Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri berpegang teguh 

pada UUD 1945, Pancasila dan RPJM. Situasi Internasional yang selalu 

berkembang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan. 

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan dan penyesuaian, 

demikian juga politik luar negeri antara Indonesia dan Malaysia.  

Aspek politik dalam perlindungan PMI adalah lahirnya berbagai 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan arah 
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tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan pekerja migran 

Indonesia yaitu menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi 

manusia para pekerja migran serta menjamin perlindungan hukum, 

ekonomi dan sosial pekerja migran serta keluarganya. Perlindungan 

tersebut dilaksanakan sebelum, selama dan setelah bekerja16.  

 

b. Ekonomi 

Gatra ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional adalah 

bagian dari aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan 

kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang meliputi produksi, distribusi 

serta konsumsi barang dan jasa. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok dan cara yang 

dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan17.  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan terdapat sekelompok orang 

yang melakukan pekerjaan jauh dari tanah air. Salah satu sumbangan 

PMI pada ketahanan ekonomi negara adalah dengan pengiriman uang 

yang disebut remittance. Data Bank Indonesia mencatat jumlah 

pengiriman uang dari Malaysia tercatat (USD) 3.243 milyar pada tahun 

2018 dan 3.252 milyar tahun 2019 dalam rupiah mencapai 48 triliun. 

Angka ini menurun pada 2020-202218. Tahun 2021 pengiriman PMI 

sebesar USD 2,28 milyar atau sekitar 33 triliun.  

Angka yang cukup besar tersebut menyumbang pada PDB 

negara sebesar 1 % sekitar 15 milyar rupiah dari pajak. Hasil remitan 

tersebut tentu untuk ketahanan ekonomi keluarga.  

 

c. Sosial Budaya 

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik sosial 

budaya bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang 

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam 

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) 

baik yang datang dari dalam maupun luar. Ancaman secara langsung 

 
16 Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional (2022) Lemhannas RI 
17 Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional (2022) Lemhannas RI 
18 https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf 
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atau tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial 

budaya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Lemhannas RI, 2022: 

83).   

Ketahanan sosial dalam perlindungan PMI adalah dalam 

menghadapi tantangan warga negara Indonesia yang mengalami 

pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya dalam mencari 

nafkah. Ancaman tersebut dapat menjadikan kelangsungan kehidupan 

sosial PMI baik dari asal maupun di negara tujuan.  

 

d. Pertahanan dan Kemanan 

Konsep pertahanan dan keamanan pada hakikatnya adalah 

keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan 

serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta. Pada saat 

seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 

militer dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin, 

terintegrasi dan terkoordinasi untuk menjamin penyelenggaraan system 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta.  Dapat terjamin 

kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup 

bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

 

e. Demografi 

Jumlah penduduk yang sangat besar apabila dibinda dan 

dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif, merupakan modal besar 

dan menguntungkan dalam usaha pembangunan di segala bidang. Jika 

tidak demikian akan banyak penggangguran yang dapat menjadi 

problem sosial dan melemahkan ketahanan nasional (Lemhannas RI, 

2020: 60).  

Menjadi pekerja migran adalah upaya jalan keluar dari kurangnya 

lapangan pekerjaan di Indonesia. Komposisi penduduk Indonesia yang 

berada di luar negeri yang terbanyak adalah di Malaysia. Diperkirakan 

mencapai antara 1 juta hingga 1,7 juta. Perlindungan terhadapa 

penduduk Indonesia tentu saja tidak hanya di dalam negeri, di luar 

negeri juga adalah kewajiban negara.  
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Lingkungan strategis regional dan global yang dihadapi negara 

dijadikan dasar pemikiran dalam menentukan arah kebijakan dan 

sasaran yang ingin dicapai pada perlindungan PMI. Kondisi regional 

Indonesia adalah berada di negara ASEAN di mana negara Malaysia 

dan Indonesia menjadi anggotanya. Jarak tempuh perjalanan dari 

Indonesia ke Malaysia serta budaya yang hamper mirip adalah di antara 

faktor banyaknya warga negara Indonesia yang bermigrasi antar 

negara. 
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BAB III 

PEMBAHASAN; KEBIJAKAN PERLINDUNGAN WNI DAN PMI 
 

 

12. Kebijakan (Regulasi) Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri 

Perlindungan Negara terhadap PMI di luar negeri menurut 

Susetyorini (2010) ada tiga yaitu perlindungan yuridis, teknis dan politis. 

Aspek yuridis adalah pada bantuan hukum baik melalui pengadilan maupun 

di luar pengadilan. Perlindungan teknis adalah penyediaan shelter atau 

rumah singgah dan repatriasi pemulangan. KBRI menjadi fasilitator dalam 

mengurus dokumen perjalanan kembali ke Indonesia. Aspek perlindungan 

politis adalah penghormatan pada kesepakatan antara Indonesia dan 

Negara penerima sehingga dapat meminimalisir kasus pelanggaran.  

Perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia 

yang berfungsi dan bertugas adalah perwakilan dalam melaksanakan 

kepentingan nasional terhadap warga negaranya. Konvensi Wina tahun 

1963 mengatur tentang Hubungan Konsuler yang telah diratifikasi menjadi 

undang-undang nomor 1/1963. Mengacu pada hasil ratifikasi konvensi Wina 

tersebut menurut kajian Saliman (2013;128) mencakup: 

a. Perlindungan dengan pendekatan politis.  

 Pada aspek ini perlindungan dengan kerjasama antara pemerintah 

dengan Negara penerima, atau sebaliknya dengan Negara pengirim. 

Misalnya kerjasama organisasi internasional, kerjasama organisasi 

keagamaan dan lainnya.  

b. Upaya kemanusiaan.  

 Perlindungan dari sisi kemanusiaan melalui cara kunjungan, konsultasi 

bagi korban pelaku kejahatan. Bentuk bantuan bisa memberikan bahan 

kebutuhan pokok, kunjungan agamawan, pendampingan kesehatan 

atau psikolog hingga repatriasi.  

c. Advokasi hukum dengan dua pendekatan: 
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1) Perlindungan hukum preventif: rakyat diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau berpendapat sebelum ada keputusan 

pemerintah yang defenitif. Maksud preventif adalah mencegah 

terjadinya sengketa. 

2) Perlindungan hukum represif: cara perlindungan ini adalah untuk 

menyelesaikan sengketa. Pemerintah harus bersikap hati-hati dalam 

membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi.  

Jumlah pekerja migran yang terus meningkat adalah potensi bagi 

pendapat Negara dari banyaknya remittance yang dikirimkan ke Negara 

asal. Nilai ekonomi yang dapat diperhitungkan maka secara hukum 

internasional sudah sewajarnya mengatur tentang perlindungan pekerja 

migran.  

Negara Indonesia dalam kebijakan luar negerinya memegang 

prinsip bebas aktif. Intensitas diplomasi Indonesia yang seimbang untuk 

menjaga kepentingan nasional serta ikut berkontribusi pada 

permasalahan dan isu global. Diplomasi dan kebijakan luar negeri 

Indonesia mengandung sasaran strategis yang ingin dicapai termasuk 

perlindungan terhadap warga Negara Indonesia di luar negeri.  

Dasar hukum perlindungan warga Negara terdapat dalam 

Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Pada penjelasannya 

dicantumkan tentang hak warga Negara untuk mendapatkan 

perlindungan sebagai tujuan nasional. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 

adalah pelaksana dari amanat Undang-undang nomor 37/1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri, bahwa perwakilan RI di luar negeri adalah yang 

mengayomi dan memberikan perlindungan bagi WNI di Negara tersebut.  

Pada aspek perjanjian internasional dalam rangka dialog dan 

penyelesaian masalah antar negara dinyatakan di dalam undang-

undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. 

Kementerian luar negeri yang mendapat tugas Negara berdasarkan UU 

37/1999 menetapkan membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan 

Badan Hukum Internasional (BHI) melalui Kepmenlu No.053/2002 

tentang organisasi dan tata kerja Departemen Luar Negri. Hadirnya 

direktorat ini sebagai jawaban atas keperluan masyarakat Indonesia 

yang berada di luar negeri. Rincian tugas dan fungsi direktoran 
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perlindungan WNI dan BHI dituangkan di dalam Permen Deplu 

No.6/2004 yang menyatakan bahwa Pejabat Diplomatik dan Konsuler 

bertugas untuk pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta 

perlindungan WNI dan BHI.  

Kebijakan kementerian Luar Negeri selanjutnya dalam hal 

perlindungan warga Negara dan Badan Hukum Internasional (BHI) di 

luar Negara sesuai dengan pedoman yang digariskan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kementerian Luar 

Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI menetapkan 

keputusan Menteri Nomor 28 tahun 2020 tentang rencana strategis 

Kementerian Luar Negeri 2020-2024. Keputusan ini merupakan bagian 

upaya layanan dan perlindungan WNI di luar negeri. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 

merupakan agenda pembangunan yang dicanangkan oleh presiden 

Joko Widodo yang disebut agenda pembangunan ke-7. Motto yang 

dicanangkan adalah Memperkuat Stabilitas Hukum, Pertahanan, 

Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”. Ada 

lima arah kebijakan kebijakan pembangunan Polhukhankam yaitu 

Perlindungan WNI/BHI, perbatasan, penjaga perdamaian, kejahatan 

lintas batas dan puncurian ikan. Dari 5 aspek tersebut 4 aspek adalah 

isu strategis kementerian luar negeri19.  

Menurut Departemen Dalam Negeri20 Pihak terkait atau intansi 

dalam pemerintahan dalam perlindungan warga Negara di luar negeri 

termasik PMI sebagai berikut; Departemen Luar Negeri; Kemenko 

Polhukam; Kemenko PMK; Kementerian Dalam Negeri: Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota; Departemen Kehakiman dan 

HAM; Dirjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Daerah; Kementerian Tenaga 

Kerja: Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten / Kota; Departemen 

Sosial, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Polri; Asosiasi 

Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja dan Instansi terkait. 

      

 
19 Kemenlu.2020. Rencana Strategis Direktorat Perlindungan WNI dan BHI 2020-2024 

(www.kemlu.go.id)  
20 https://kemlu.go.id/download/ (Diakses pada 11 Juni 2022) 

http://www.kemlu.go.id/
https://kemlu.go.id/download/
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13. Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia 

Pada tingkat regional ASEAN, Indonesia memiliki posisi sangat 

strategis. Di samping sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN, 

Indonesia menjadi salah satu inisiatf yang melahirkan Piagam ASEAN yang 

di dalamnya berisi tentang komitmen negara anggotanya untuk bekerja 

sama dalam tiga hal: 1) kerjasama keamanan (ASEAN Security 

Community/ASC), 2) kerjasama ekonomi (ASEAN Economic 

Community/ACC), dan 3) kerjasama sosial budaya (ASEAN Socio Cultural 

Community/ASCC). 

Perlindungan PMI tidak terlepas dari berbagai persoalan yang 

muncul dari waktu ke waktu yang dialami oleh PMI. Kebijakan Negara terkait 

PMI mengalami berbagai perubahan dan dinamika. Perlindungan terhadap 

PMI tidak hanya terkait Negara sendiri tetapi juga terkait dengan kebijakan 

internasional dan Negara di mana PMI berada atau ditempatkan.  

Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi PBB 

nomor 45/158 tahun 1990 tentang perlindungan dan pekerja migran dan 

keluarganya. Hasil konvensi ini menjadi keputusan konvensi ILO nomor 143 

tahun 2003 tentang perlindungan buruh migran dan keluarga. Hasil konvensi 

ini mengikat semua Negara untuk meratifikasinya. Lembaga 

ketenagakerjaan internasional seperti ILO memandu dalam fondasi 

kebijakan PMI terkait hak-hak mendasar yang adil, efektif, inklusif dan 

berkelanjutan. Standar ketenagaakerjaan internasional bertujuan untuk 

memastikan PMI dari Negara manapun mendapat hak dan perlindungan 

baik di Negara asal maupun di Negara tujuan. Menurut ILO (2020) pekerja 

migran mewakili 4,7 persen pekerja global sebanyak 164 juta yang 

sebagiannya adalah perempuan. PMI banyak bekerja pada sektor informal, 

yang sering dibayar dengan upah yang rendah serta kurangnya 

perlindungan sosial.  

Pada konteks Negara sesama anggota ASEAN lalu lintas pekerja 

antar Negara tidak dapat dielakkan dari 232 juta orang melakukan migrasi 

di Negara-negara besar di dunia 30 persennya atau 71 juta terjadi di ASIA 

sedangkan di dalam lingkup ASEAN mencapai 71 juta (ILO, 2014). Isu 

tentang pekerja migran di ASEAN tidak hanya dilihat sebagai pemasok 

tenaga kerja asing bagi Negara terkait tetapi juga dapat menjadikan 
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hubungan antar Negara menjadi renggang (Wahyudi, 2016). Kasus 

penghentian sementara pekerja kategori asisten rumah tangga ke Malaysia 

pada tahun 2009 adalah salah satu contoh hubungan ketegangan antar 

Negara karena isu pekerja migran. Berbagai pelanggaran yang diterima oleh 

para pekerja di Malaysia menjadi sebab moratorium dilakukan. Pilihan 

penyelesaian melalui moratorium tersebut terdapat dalam Undang-undang 

tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri 

No.39/2004.  Pada tahun 2012 moratorium pengiriman TKI dicabut karena 

masih banyak permintaan pekerja asal Indonesia dari Malaysia.  

PMI dalam kategori kelompok pekerja yang rentan terhadap berbagai 

masalah. Diskriminasi, pemutusan hubungan kerja yang sepihak, tidak 

dibayar upah sebagian atau semua, kondisi tempat tinggal yang berdesakan 

serta pemulangan paksa. Kondisi tersebut adalah keadaan di mana PMI 

berada, ini belum termasuk masalah sosial, psikis dan psikologis yang 

timbul sesudahnya. Beragam persoalan yang dialami oleh PMI seperti 

lembur tampa digaji, tidak ada hari libur kerja, pindah-pindah majikan oleh 

agen, paspor ditahan dan lain sebagainya.  

Mengacu pada Permen Deplu No.6/2004 tersebut beberapa hal 

cakupan perlindungan WNI dan PMI di luar Negara yaitu;  

a. Fungsi mengayomi dan bantuan hukum kepada WNI termasuk PMI dan 

BHI dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara 

terkait sesuai dengan undang-undang Indonesia dan hukum Negara 

setempat serta hukum internasional.  

b. Fungsi penanganan pengaduan masalah yang dihadapi PMI dengan 

pengguna atau yang memperkerjakan atau dengan pemerintah Negara 

terkait.  

c. Bertugas mengindentifikasi masalah yang dihadapi oleh PMI, melayani 

konsultasi dan masalah-masalah kekonsuleran.  

d. Berfungsi memberi nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam 

sengketa antara penggunan jasa dan PMI.  

e. Pendataan secara konprehansif WNI di Negara penerima.  

f. Menerima, mencatat, meneiliti pada PMI yang lapor diri, mengurus 

ketenagakerjaan dan pengesahan dokumen termasuk kontrak kerja dan 

kontrak kerjasama.  
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g. Menajalankan fungis kenotariatan dan pencatatan sipil.  

h. Mengurus masalah kewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi 

(pemulangan), deportasi (pemulangan), penyelesaian masalah lintas-

batas illegal, penyeludupan dan perdagangan manusia dan obat 

terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, WNI terlantar dan 

evakuasi.  

i. Melayni urusan paspor biasa, surat perjalanan, surat keterangan 

penduduk luar negeri, pemberian visa imigrasi lainnya.  

j.  Mengurus perizinan, melintas atau mendarat pesawat udara maupun 

kapal laut.  

k.  Tindakan sebagai wakil dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan 

atas nama perwakilan.  

l.  Mengembangkan dan Meningkatkan jejaring kerja dengan berbagai 

pihak seperti swasta, aparat hukum lainnya serta WNI lain di Negara 

penerima. 

m.  Melakukan pengamatan dan menganalisis serta pelaporan 

perkembangan hukum setempat agar dapat pemberian informasi capat 

dan akurat.   

n.  Bertugas dalam seperti kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan 

hukum dan masalah kekonseleran kepada WNI, asosiasi masyarakat 

Indonesia perkumpulan pelajar dan mahasiswa serta perusahaan 

pengguna PMI.  

o.  Menyiapkan dan membuat perjanjian internasional. Tugas berikutnya 

adalah mengkoordinasi fungsi terkait, rekomendasi kepada pemerintah 

pusat dan peningkatan persatuan dan kesatuan serta menjaga 

kerukunan antara sesame WNI di luar negeri.  

Perlindungan hukum terhadap WNI dalam bidang ketenaga 

kerjaan kajian Saliman (2013) ada tiga tema pokok yaitu; 

1) Perlindungan bidang ekonomi. Perlindungan ini adalah upaya dalam 

perlindungan dengan memberikan pekerjaan atau usaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan ini diberikan kepada pekerja 

yang mengalami sesuatu yang menyebabkan tidak bisa bekerja. 

Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. 
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2) Perlindungan sosial. Perlindungan ini terkait dengan usaha 

kemasyarakatan yang bertujuan mengembangkan kehidupannya 

sebagai manusia pada umumnya dan sebagai bagian dari 

masyarakat. 

3) Perlindungan teknis. Jenis perlindungan ini adalah usaha terkait 

keselamatan kerja.  

Pekerja yang berada di luar negeri menurut hukum internasional 

adalah setiap warga Negara berhak melindungi kepentingan warga 

negaranya dari pelanggaran. Kewajiban pemerintah dalam melindungi 

warga negaranya di luar negeri diatur dalam undang-undang dan peraturan 

pemerintah lainnya. 

Secara hukum perlindungan warga Negara melindungi warganya 

yang berada di wilayahnya, dalam hal warga negaranya berada di Negara 

lain tetap menjadi kewajiban Negara melindungi. Pertanyaan hukum adalah 

bisakah Negara menghukum warganya yang melakukan pelanggaran di 

Negara lain, jawabannya adalah bisa dengan mengacu pada hukum 

internasinal dan perjanjian dengan nagara setempat.  

Selain hukum internasional yang menjadi acuan ada juga masalah 

moral dan etika. Sebelum ada hukum internasional dan perjanjian-perjanjian 

yang mengikat ada kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Menurut Saliman 

(2013) ada beberapa aspek yang menjadi acuan dalam etika dan moral 

secara internasional yaitu: negara berkewajiban melaksanakan ratifikasi 

dan melaksanakan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi. Negara 

melaksanakan kewajiban internasional baik sebagai Negara anggota 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun bukan anggota PBB. 

Piagam PBB mencakup beberapa hal yang dapat menjelaskan 

tentang kewajiban Negara-negara di dunia. Kewajiban tersebut antara lain 

untuk menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara damai; Negara 

berkewajiban untuk tidak mengancam dan melakukan tindak kekerasan 

terhadap Negara lain; kewajiban Negara untuk tidak mencampuri urusan 

dalam negeri orang lain. Hukum internasional yang menjadi acuan selain 

ratifikasi konvensi adalah hak asasi manusia. Ketentuan universal UDHR 

(Universal Declation of Human Rights) yang berlaku adalah sebagai berikut: 
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1) Hak atas kewarganegaraan; setiap orang berhak atas 

kewarganegaraan; everyone has the right to a nationality (Pasal 15) 

2) Hak dalam kedudukan yang sama di mata hukum (Pasal 17). 

3) Hak katas penghidupan yang layak sesuai dengan asas dan prinsip 

kemanusiaan (Pasal 25). 

4) Hak dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat secara 

bebas: everyone has the right to freedom of pacefull assembly and 

association (Pasal 20 ayat 1).  

5) Hak di dalam kebebasan memilih agama (Pasal 18) 

6) Hak untuk mendapatkan mengajaran dan pendidikan (Pasal 26): Setiap 

orang memiliki hak di dalam bidang pendidikan, sekurang-kurangnya 

pendidikan dasar.  

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas ada beberapa hal yang 

menjadi masalah PMI yang menjadi perhatian dalam kajian ini yaitu 

masalah kewarga negaraan dan hak mendapatkan pendidikan. Tinjauan 

terhadap kebijakan Malaysia dilihat dari berbagai kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia.  

Pada sisi kebijakan pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing 

terdapat menurut Saliman (2013) terdapat beberapa model yaitu model 

exclusionary, asimilasi dan model berbagai budaya. Model exclusionary 

adalah kebijakan penerimaan pekerja asing pada sektor kegiatan ekonomi 

terbatas seperti pekerjaan kasar, sulit dan berbahaya. Jenis pekerjaan ini 

sering disebut dengan 3 D (Dark, Dirsty, Danger). Mereka yang bekerja 

pada kelompok ini tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan dan 

memilih dalam pemipihan umum, meskipun mereka lama bekerja di 

Malaysia.  

Kategori kebijakan kedua adalah Asimilasi yang bermakna dukungan 

kepada pekerja asing untuk melepas asal-usul budaya dengan 

mengasimilasi ke dalam arus masyarakat utama di Malaysia. Kategori 

ketiga adalah model menerima berbagai budaya serta mendukung budaya 

pekerja asing sebagai salah satu budaya dalam masyarakat utama. Pada 

ketiga kategori di atas dalam sejarahnya pemerintah Malaysia melakukan 

3 hal tersebut. Kategori pertama dalam dekade terakhir menjadi prioritas 

kebijakan karena banyaknya pekerja asing kategori 3D yang berada di 
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Malaysia. Kategori kedua sekitar 20 tahun yang lalu itu dilakukan 

sementara kategori ketiga sejak zaman awal Malaysia membangun hal itu 

dilakukan. Hasilnya dapat dilihat hari ini ada negri bernama Negeri 

Sembilan di mana budaya Minang Kabau sangat kental dalam kehidupan 

sehar-hari masyarakat di negri Sembilan tersebut.  

Kebijakan pada tenaga kerja asing melalui berbagai akta seperti akta 

tahun 1968 yang mengharuskan setiap majikan mengurus permit kerja bagi 

pekerja bukan warga Negara. Akta 1968 adalah akta revisi dari akta 1959 

dan 1964. Permit atau izin kerja kebijakannya diatur oleh Imigrasi ada tiga 

bentuk kebijakan terkait izin bekerja yang dikeluarkan oleh imigrasi yaitu: 

pertama, pas izin untuk pekerjaan sementara bagi pekerja yang tidak ahli 

(mahir) atau setengah ahli. Kedua, pas izin dalam pekerjaan professional 

untuk pekerja ahli dan ketiga, pas pekerjaan untuk ekspatriat. Permohonan 

izin majikan atau atasan menjelaskan dengan pasti jenis pekerjaan dan 

waktu yang diperlukan. Izin kerja tidak boleh berpindah majikan atau 

perusahaan. Selain itu peraturan bagi pekerja asing harus patuh pada 

batasan umur dan ketentuan asal Negara yang ditetapkan oleh Malaysia 

(Saliman, 2013).  

Akta kerja tahun 1955 bagian XII berisi tentang ketentuan hak pekerja 

tidak memasukkan ketentuan tentang pekerja domestik. Akta dalam 

terjemahan bahasa Indonesia menjadi undang-undang tentang ketenaga 

kerjaan tahun 1955. Turunan daripada akta 1955 adalah Peraturan-

Peraturan Pekerja tahun 1957. Gambar di dalam tabel berikut adalah 

ringkasan dari akta 1955 tentang pekerja dan ketentuan dari PP 1957 

Malaysia. Tabel 1 lampiran adalah Inti kebijakan tentang pekerja di 

Malaysia. 

Melihat pada akta 1955 dan PP 1957 terdapat ketentuan-ketentuan 

yang bersifat umum antara pekerja di dalam negeri dan pekerja asing di 

Malaysia. Gabungan organisasi seperti Migran Care dan lainnya mencatat 

beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait persoalan dalam perlindungan 

PMI. Persoaln tersebut dirangkum sebagai berikut: 

a. Masalah dalam Penegakan UU 18/2017 tentang perlindungan PMI. 

Undang-undang tersebut dianggap tidak dapat menghilangkan peran 

dominan agen perekrutan swasta dalam proses migrasi. Berdasarkan 
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data Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) pada tahun 

2022, dari 6436 penempatan PMI yang tercatat, sebanyak 5.553 

penempatan TKI di luar negeri dilakukan oleh PJTKI swasta.21  Agen 

swasta yang menjadi calo (perantara yang menghubungkan pekerja 

migran dengan agen perekrutan swasta) terdapat bukti kasus yang 

berulang kali dilaporkan oleh media menggambarkan kondisi 

peningkatan kerentanan pekerja migran untuk menjadi korban 

perdagangan  orang.22 

 Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kurangnya 

kapasitas instansi pemerintah di tingkat lokal, khususnya di tingkat 

kabupaten dan kecamatan.23 Kepala Desa dan camat memainkan 

peran kunci dalam memastikan migrasi yang aman bagi pekerja migran. 

Namun, kurangnya kapasitas telah menghambat lembaga pemerintah 

ini untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran dari perekrutan 

non-prosedural. Hingga saat ini, penuntutan terhadap perdagangan 

orang masih rendah meskipun telah disahkannya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Pada tahun 2020 saja, Polri hanya mencatat 148 

kasus. 158 keputusan yang24 dibuat tentang kasus perdagangan orang 

pada tahun 202125.  

Kurang memadainya program peningkatan kapasitas PMI 

sebelum berangkat. Program peningkatan kapasitas calon PMI 

 
21 Lihat BP2MI, Data Pekerja Migran Indonesia periode Januari 2022 [BP2MI, Data Migran Indonesia 

Pekerja, Januari 2022], tersedia di https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w 
rMeATOhz1uL0vuuBjn4.  
22 Tidak ada data resmi yang tersedia tentang jumlah pekerja migran yang menderita perdagangan orang. 
Komnas Perempuan mencatat ada 255 kasus TKI yang mengalami tindak pidana perdagangan orang. 
Lihat Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2021, [Komnas 
Perempuan, Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, 2021] tersedia di 
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf,Lihatjugahttps://www.alinea.id/nasio
nal/dari-2016-hingga-juni-2020-288-pmi-korban-tppo-ajukan-perlindungan-ke lpsk. 
23 Berdasarkan data BP2MI, proporsi TKI terbanyak berasal dari Jawa Timurr yang tercatat sebanyak 
2.373 orang, tersedia di https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w 
rMeATOhz1uL0vuuBjn4.  

24 Lihat Solahudin Al Ayyubi, Polri tangani 148 Kasus perdagangan orang, 22 belum selesai, bisnis.com, 
22/12/2020 tersedia di Bareskrim Polri Tangani 148 Kasus Perdagangan Orang, 22 Belum Rampung 
https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan 
orang-22- belum-rampung. 

25 Lihat Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Perdagangan Orang tahun 2021, tersedia di      
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdagangan-orang 1/ tahun 
jenis/putus/tahun/2021.html. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w-rMeATOhz1uL0vuuBjn4
https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w-rMeATOhz1uL0vuuBjn4
file:///C:/Users/User-PC/Downloads/Perempuan,%20Laporan%20Tahunan%20Kekerasan%20terhadap%20Perempuan,%202021%5d%20tersedia%20di%20https:/
file:///C:/Users/User-PC/Downloads/Perempuan,%20Laporan%20Tahunan%20Kekerasan%20terhadap%20Perempuan,%202021%5d%20tersedia%20di%20https:/
file:///C:/Users/User-PC/Downloads/komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf,%20Lihat%20juga%20https:/www.alinea.id/nasional/
file:///C:/Users/User-PC/Downloads/komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf,%20Lihat%20juga%20https:/www.alinea.id/nasional/
https://www.alinea.id/nasional/dari-2016-hingga-juni-2020-288-pmi-korban-tppo-ajukan-perlindungan-ke-lpsk-
https://www.alinea.id/nasional/dari-2016-hingga-juni-2020-288-pmi-korban-tppo-ajukan-perlindungan-ke-lpsk-
https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w-rMeATOhz1uL0vuuBjn4
https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w-rMeATOhz1uL0vuuBjn4
https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan-orang-22-belum-rampung
https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan-orang-22-belum-rampung
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdagangan-orang%201/%20tahun%20jenis/putus/tahun/2021.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdagangan-orang%201/%20tahun%20jenis/putus/tahun/2021.html
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termaktub di dalam UU 18/2017 dan anggaran diberikan kepada 

instansi pemerintahan terkait. Banyak calon PMI yang tidak dapat 

mengases informasi karena ketidak tahuan atau karena terbatasnya 

fasilitas pelatihan tersebut. 

 

b. Instrumen yang mengikat secara hukum di tingkat regional ASEAN.  

Deklarasi ASEAN tentang PMI pernah ada pada tahun 2007 

kemudian diadopsi pada tahun 2017 untuk diimplementasikan 

bersama. Gabungan organisasi ini berpendapat bahwa deklarasi 

tersebut diperlukan pada tahap perjanjian yang mengikat semua 

Negara ASEAN. Untuk saat ini yang ada adalah ASEAN Comitte for 

Migrat Workers (ACMW) berbentuk ad-hoc yang tidak mewakili 

kepentingan untuk pekerja migran. Pertemuan rutin tidak mencapai 

kesepakatan dalam mendorong inklusifitas pemangku kepentingan dari 

perwakilan pemerintah. Konvensi ASEAN yang menantang 

perdagangan orang sebagai instrument regional tidak dimanfaatkan 

sebagai upaya perlindungan PMI.  

 

c. Layanan konsuler yang disediakan oleh pemerintah di Kedutaan dan 

Konjen. 

Layanan konsuler yang disediakan oleh pemerintah baik di 

Kedutaan maupun Konjen masih belum mencukupi Layanan ini tersedia 

di berbagai perwakilan pemerintah, namun tidak semua PMI dapat 

mengaksesnya karena keterbatasan. Keterbatasan dalam pengetahuan 

mengakases informasi secara digital dan keterbatasan dalam jarak. 

Selain itu juga di dalam kantor pemerintah sendiri terbatas layanan 

untuk menjemput bola dalam penanganan PMI. Hal ini juga terkait 

dengan peraturan di Negara asal ataupun jumlah SDM yang tersedia.  

 

b. MOU Indonesia dan Malaysia terkait Perlindungan PMI. 

Terkait banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi langkah 

pemerintah Indonesia baru-baru ini melakukan MoU dengan pemerintah 

Malaysia. Perdana Ismail Sabri Yakub dan Menteri Tenaga kerja secara 

khusus datang ke Jakarta pada 1 April 2022 untuk mendandatangani 
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MoU dalam hal perbaikan-perbaikan pada perlindungan PMI. 

Gambaran butir-butir isi MoU (lengkap di dalam lampiran). Gambar 

berikut adalah contoh dari MoU Indonesia-Malaysia dalam perlindungan 

PMI. 
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MoU tersebut di atas banyak mengalami kemajuan dalam perlindungan 

PMI. Salah satu butir penting dalam MoU tersebut adalah pengiriman PMI melalui 

jalur resmi satu pintu, sehingga upaya perlindungan kepada PMI dapat 

dioptimalkan. Pengujian terhadap pelaksanaan dan efektivitas dalam 

perlindungan PMI memerlukan waktu untuk dinyatakan bahwa MoU adalah 

berhasil melindungi PMI. Upaya menekan angka pelanggaran terhadap PMI dari 

kedua Negara perlu diapresiasi namun evalusi dan pantauan dalam 

implementasi oleh berbagai pihak diperlukan.  

MoU yang ditandatangani 1 April 2022 mendapat ujian pertama yaitu pada 

13 Juli 2022 pemerintah Malaysia melanggar perjanjian bahwa pengiriman PMI 

melalui satu pintu yaitu BP2MI. Pemerintah Malaysia membuat situs web dalam 

perekrutan pekerja melalui kanal daring secara langsung tanpa proses dari 

pemerintah Indonesia yaitu https://maid-online.imi.gov.my/maid/main. Tanggal 

15 Juli 2022 pemerintah Indonesia membekukan pengiriman PMI ke Malaysia 

secara resmi. Diplomasi dan dialog berlangsung setelah itu hingga dicapai 

kesepakatan kembali yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia pada tanggal 28 Juli 2022. Keputusannya 

Malaysia menerima protes dari Indonesia dan disepakati pengiriman Kembali 

pada 1 Agustus 2022. 

Koordinasi pemerintahan di Indonesia melalui Kementerian dalam Negeri 

Nomor 560/2999/Banda tentang fasilitas dan dukungan bagi PMI bahwa 

pemerintah daerah seperti Gubernur dan Bupati diminta melakukan penyadaran 

dan mengedukasi masyarakat untuk membantu PMI serta menghilangkan stigma 

terhadap PMI dengan sebutan TKI yang gagal karena berbagai kasus di luar 

negeri.  

 

14. Kebijakan Anggaran Perlindungan PMI Di Malaysia 

Merujuk pada pemberitaan yang beredar terkait anggaran dapat 

digambarkan sebagai berikut: pada tahun 2020 dianggarkan sebanyak 322 

milyar. Penyerapannya mencapai 98%. Anggaran tersebut dipotong 

sebanyak 60 milyar karena refokusing disebabkan oleh pandemi menjadi 

260 milyar.  Pembagian anggaran kepada deputi-deputi seperti 

perlindungan sebanyak 6,2 milyar setelah dipotong dari 14,8 milyar.  

https://maid-online.imi.gov.my/maid/main
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Realisasi pengiriman PMI dari rencana 108.371 orang menjadi 64.727. Hal 

ini dikarenakan anggaran dan pandemik. Realisasi pemulangan PMI 

mencapai 35.914 pembiayaan kepulangan dari BP2Mi adalah sebanyak 

17.362 orang. Selebihnya membiayai diri mereka sendiri karena mereka 

termasuk pekerja professional.26 Sesuai dengan kajian Paramita Ningrum at 

al (Paramitaningrum et al., 2018) menemukan model perlindungan warga 

negara terutama PMI. Model pemulangan warga negara yang tidak 

berdokumen dan visa habis (overstay) dengan cara: (a) sosialisasi; (b) 

pendataan WNI; (c) penyelesaian administrasi untuk kepulangan; (d) 

penampungan: (e) pemulangan.  Pemulangan ini dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia dengan membiayai penerbangan WNI yang tidak berdokumen 

dan visa habis.  

Rapat anggaran tahun 2022 antara BP2MI dengan DPR menyetujui 

kenaikan anggaran. Mengacu pada Peraturan. BP2MI nomor 9 tahun 2020 

tentang pembebasan biaya penempatan PMI perlu direalisasikan. Biaya 

penempatan tidak boleh dibebankan kepada PMI terutama pada sector 

tertentu. Selain itu komisi IX meminta kepada BP2PMI untuk merealisasikan 

kredit usaha rakyat kepada PMI yang dipulangkan akibat dampak 

pandemi.27  

Terkait kebijakan khusus kepada PMI dalam penyaluran kredit 

ditopang oleh Permenko No.1/2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) dan Permenko No 2/2022 tentang perlakuan khusus 

bagi penerima KUR karena dampak pandemi28. Laporan kinerja BP2MI 

tahun 2021 menyatakan pagu anggaran masing-masing kedeputian. Deputi 

Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika tahun 2021 

adalah sebesar Rp 13.555.589.000,- Anggaran tersebut direvisi pada 

Novomber 2021 menjadi Rp 7.621.153.000,-. Karena pandemi semua 

anggaran di pemerintahan mengalami pengurangan hingga setengah dari 

yang diajukan.  

 
26 https://mediaindonesia.com/ekonomi/393150/anggaran-perlindungan-pekerja-migran-capai-9823 
(Diakses 26 Juni 2022) 
27 https://bp2mi.go.id/berita-detail/komisi-ix-dukung-kenaikan-anggaran-dorong-kepala-bp2mi-
bertemu-presiden. (Diakses 26 Juni 2022) 
28 https://investor.id/business/282642/bp2mi-minta-anggaran-pen-untuk-penempatan-pmi (Diakses 26 
Juni 2022) 

https://mediaindonesia.com/ekonomi/393150/anggaran-perlindungan-pekerja-migran-capai-9823
https://bp2mi.go.id/berita-detail/komisi-ix-dukung-kenaikan-anggaran-dorong-kepala-bp2mi-bertemu-presiden
https://bp2mi.go.id/berita-detail/komisi-ix-dukung-kenaikan-anggaran-dorong-kepala-bp2mi-bertemu-presiden
https://investor.id/business/282642/bp2mi-minta-anggaran-pen-untuk-penempatan-pmi
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Perlindungan Warga Negara Dan Nasionalisme PMI. Perlindungan 

warga Negara dan Nasionalisme yang mengacu pada pemahaman pada 

konteks sentimen PMI adalah tentang sikap kesetiaan bersama kepada 

Negara oleh seluruh warganegara berlandaskan pada ikatan bahasa, 

sejarah, budaya dan ikatan kebersamaan lainnya. Pemahaman secara 

psikologis dapat juga diartikan sebagai keadaan pikiran dan perasaan yang 

dimiliki yang dapat menyatukan sekelompok orang secara kolektif yang 

anggotanya memiliki identitas bersama berdasarkan persamaan geografis, 

sejarah, budaya dan ikatan emosianal yang khas lainnya. 

Kajian tentang Nasionalisme PMI berbentuk hasil penelitian belum 

banyak yang mengulasnya. Salah satu ulasan tentang nasionalisme PMI di 

Malaysia adalah Maksum dan Surwandono (2018) melalui metode 

pengumpulan data pola-pola komunikasi melalui media sosial. Analisis 

terhadap data adalah nasionalisme PMI di Malaysia masih cukup tinggi jika 

dilihat pada kumpulan atau group-group yang mereka buat berdasarkan 

ikatan persaudaraan sesame Indonesia.  

Bentuk-bentuk kumpulan yang aktif di media social berdasarkan 

rumpun keluarga, rumpun sekampung dan rumpun se Kabupaten. 

Selanjutnya pola-pola komunikasi PMI masih membicarakan tentang 

Indonesia. Narasi-narasi yang muncul ada juga yang mengkritik pemerintah 

Indonesia namun lebih banyak yang memilih topic kecintaan pada 

Indonesia. Narasi yang sering diungkapkan adalah menggunakan bahasa 

lokal asal mereka, merindukan makanan dan fesifal budaya di kampong 

halaman serta keinginan untuk kembali ke Indonesia meskipun tetap bekerja 

di negri lain.  

Narasi yang menjadi trending atau viral pembelaan pada Negara di 

media social adalah ketika ada kasus atau berita yang merendahkan citra 

Indonesia. Para PMI beramai-ramai berdiskusi dan membuat status di 

media social menanggapi isu yang berkembang. Pada prakteknya 

nasionalisme dalam bentuk lain adalah ketika ada pertandingan olah raha 

seperti bulu tangkis dan sepak bola. Banyak PMI yang meliburkan diri atau 

cuti dari bekerja untuk mendukung kesebelasan Indonesia yang berlaga di 

Malaysia. Mereka membawa atribut yang menyatakan dukungan kepada tim 

Indonesia. Dukungan diberikan tidak hanya pada pertandingan Indonesia 
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melawan tim Malaysia tetapi juga pada tim Indonesia melawan Negara lain 

yang bertanding di Malaysia.  

Pengkaji pernah tinggal di Malaysia 2016-2020 pernah melakukan 

pertanyaan (random) kepada beberapa orang PMI yang sudah lama bekerja 

di Malaysia tentang kecintaan mereka pada Indonesia. Kebanyakan dari 

mereka menjawab masih mencintai Indonesia sebagai asal-usul leluhur, 

tanah air dan Indonesia tetap menjadi tujuan kembali apabila tidak bekerja 

lagi di Malaysia. Pada sisi pilihan jika mendapat tawaran menjadi warga 

Malaysia banyak di antara mereka tidak bersedia karena kenyamanan 

tinggal di Indonesia (kampung) lebih menenangkan daripada di negri orang, 

meskipun dari segi pendapatan lebih tinggi jika tinggal di Malaysia. Pulang 

kampung adalah tantangan bagi PMI yang sudah mapan pekerjaannya di 

Malaysia.  

Analisis Diplomasi, Kebijakan Internasional Dan Perspektif Teori 

Kebijakan Kebijakan sebagai berikut: 

a. Diplomasi dan negosiasi. Mengacu pada pemahaman tentang diplomasi 

bahwa pembentukan dan pelaksanaan politik luar negri dengan segala 

tingkatannya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Unsur pokok di 

dalam diplomasi adalah negosiasi, mengedepankan kepentingan 

negara, tindakan untuk kepentingan nasional dan dilaksanakan dengan 

damai (Setiawan, 2016). Penjabaran dalam politik luar negeri Indonesia 

dalam perlindungan warga Negara dan PMI di luar negeri mencakup 

aspek-aspek yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Ada cara 

diplomasi, negosiasi mengupayakan kepentingan warga Negara 

Indonesia. Secara kebijakan semua langkah-langkah yang harus 

dilakukan telah tersedia, namun dalam prakteknya beragam persolan 

yang muncul. Selain masalah hukum di Negara orang ada masalah 

dengan keberadaan PMI sendiri yang tidak terdata oleh perwakilan 

Negara.  

b. Model perlindungan bagi PMI yang bermasalah dengan cara 

pemulangan. Efektifitas dalam kasus pemulangan PMI yang tidak 

berdokumen dan izin tinggal habis seperti kajian Paramitaningrum, et al 

2018) dilakukan oleh pemerintah terutama pada masa pandemic 2020. 
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Sebanyak 10.987 orang PMI yang dipulangkan dengan biaya Negara 

(BP2MI, 2021: 53).  

Kebijakan berspektif internasional yang dijadikan pedoman oleh 

pemerintah Indonesia adalah hasil konvensi ILO yang kemudian diratifikasi 

menjadi undang-undang. Tabel 3.2 menjelaskan komitmen pemerintah 

Indonesia dalam kancah internasional dalam upaya perlindungan PMI. 

Selain hasil konvensi ILO yang menjadi acuan ada lagi kebijakan regional 

sesama Negara ASEAN. Indonesia menandatangani piagam ASEAN yang 

di dalamnya berisi tentang komitmen negara anggotanya.  Ada 3 komitmen 

yang menjadi rujukan bersama dalam kerjasam yaitu: 1) kerjasama 

keamanan (ASEAN Security Community/ASC), 2) kerjasama ekonomi 

(ASEAN Economic Community/ACC), dan 3) kerjasama sosial budaya 

(ASEAN Socio Cultural Community/ASCC). 

Level internasional setelah ILO (PBB), ASEAN adalah perjanjian 

kerjasama antar dua Negara dalam bentuk MoU (Memorandum of 

Understanding). MoU antara Indonesia dan Malaysia yang mutakhir adalah 

pada 1 April 2022.  

Analisis kebijakan mengacu pada pendekatan Andries Hoogerwerf 

(1990) dalam menganalisa kebijakan dilihat pada beberapa aspek yaitu 

memeriksa pada keseluruhan sebab dan asumsi lain yang mendasari 

kebijakan. Teori kebijakan dapat dilihat pada beberapa kriteria yaitu: 

ketepatan perumusan, differensiasi, keterbaduan, makna empiris dan 

legitimasi. Analisis pada kebijakan dilihat pada isi, proses dan hasil daripada 

kebijakan. Kriteria-kriteria yang diajukan memenuhi syarat. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi dari kebijakan bisa datang dari pandemi serta 

keterbatasan lainnya.  

Menurut Hoogerwerf (1990:290) dalam keputusan kebijakan ada 

faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pandangan dan sikap politik. 

Menteri tenaga kerja yang berasal dari Jawa Timur pernah berkunjung ke 

Malaysia dalam tugas kerja. Ada perhatian khusus kepada PMI karena 

keterikatan kultur dengan banyaknya PMI yang datang dari Jawa Timur 

serta anggota NU. Pandangan dan sikap dilihat sebagai struktur kebijakan. 

Unsur di dalam struktur dapat dilihat pada subkultur politik, peran orang 

tersebut, sifat proses politik, dinamika proses politik, bidang kebijakan dan 
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pengaruh informasi aktual. Analisis kebijakan ntuk mengevaluasi program 

atau kebijakan (Kevin B Smith and Christoper W. Larimer, 2009), melihat 

kebijakan pada aspek “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak 

atau tidak bertindak”. MoU tentang perlindungan PMI yang ditandatangani 

oleh kedua menteri tenaga kerja Indonesia dan menteri sumber manusia 

yang keduanya sama-sama perempuan bisa jadi sebagai upaya melalui 

kebijakan dalam melindungi sesama perempuan.  

Analisa kebijakan juga dapat dilihat dalam risalah kebijakan dengan 

pemodelan mengidentifikasi perubahan struktur kebijakan terhadap objek 

kebijakan (Andhika, L.R. 2019). Pemodelan tersebut dinamakan meta-

theory untuk meninjau kebijakan yang diputuskan di dasari fenomena 

masalah tertentu kebutuhan untuk mempercepat perubahan. Memeriksa 

pada risalah kebijakan dapat medorong pada kebijakan berkualitas untuk 

rekomendasi terhadap pilihan kebijakan. Selanjutnya pemodelan kebijakan 

dilihat pada konteks empiris dan praktiknya. MoU yang terjadi antara 

Indonesia dan Malaysia pada 1 April 2022 adalah keputusan yang 

didasarkan pada fenomena yang terus terjadi.  

Beberapa organisasi non pemerintah seperti Migrant Care, Jaringan 

Buruh Migran, Human Rights Council (HRWG) pada siklus ke-4 sidang PBB 

tentang perlindungan pekerja migran mengajukan beberapa catatan terkait 

perlindungan pekerja migran Indonesia. Sidang ke-4 ini dinamakan 

universal periodic review United Nations Human Right Council29. Beberapa 

catatan penting tersebut terkait kebijakan perlindungan PMI digambarkan 

pada tahun 2021/2022 adalah untuk mendapatkan upaya peningkatan pada 

perlindungan PMI terutama pekerja rumah tangga melalui mekanisme yang 

inklusif dan instrument yang mengikat secara hukum. Rekomendasi 

didasarkan pada kerangka interseksionalitas di bidang gender, migrasi, 

 
29 Migrant Care adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang bergerak di bidang 

advokasi hak-hak buruh migran: www.migrantcare.net. Human Rights Working Group (HRWG) adalah 
kelompok kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia untuk advokasi hak asasi manusia 
internasional, yang terdiri dari lebih dari 48 lembaga swadaya masyarakat: www.hrwg.org. Jaringan Buruh 
Migran (JBM), adalah jaringan organisasi dan kelompok kerja yang berfokus pada advokasi kebijakan dan 
perundang-undangan untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia: www.jaringanburuhmigran.org. 
Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) adalah organisasi/serikat pekerja migran dan anggota 
keluarganya. Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI): www.sbmi.or.id. Koalisi Buruh Migran 
Berdaulat (KBMB) adalah gerakan masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungandan pemenuhan 
hak-hak pekerja migran di Indonesia https://migranberdaulat.  

 

http://www.migrantcare.net/
http://www.hrwg.org/
http://www.jaringanburuhmigran.org/
http://www.sbmi.or.id/
https://migranberdaulat/
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disabilitas dan orang tua. Pertimbangan ini mengacu pada ratifikasi ILO 

2011 (189) tentang pekerja domestik. Komitmen sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kapasitas pekerja migran melalui pelatihan sebelum 

berangkat untuk memenuhi standar pekerjaan yang diperlukan. Masih 

banyak pekerja migran yang bepergian ke luar negeri tanpa keterampilan 

dan informasi yang memadai tentang hak-hak mereka dan pengetahuan 

pada layanan perlindungan PMI di negera tempat mereka bekerja.  

Perlindungan terhadap PMI yang cenderung pada pendekatan kasus 

perkasus memperlihatkan bahwa sistimatika dan pendekatan yang belum 

mengalami peningkatan dalam pelayanan kepada PMI. Keadaan ini 

tergambar dalam informasi pengalaman kerja PMI yang sulit mengakses 

layanan KJRI. Gabungan organisasi ini mengapresiasi upaya yang 

dilakukan oleh Negara-negara ASEAN untuk berkomitmen dalam 

meningkatkan perlindungan pekerja migran tingkat regional. Masih banyak 

Negara yang melanggar komitmen dengan masih banyaknya kasus 

diskriminasi, kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang menyebabkan PMI 

menderita cacat atau disabilitas.  

Pada sisi penegakan undang-undang 18/2017 tentang perlindungan 

PMI sebagai instrumen perangkat hukum yang meliputi proses rekrutmen, 

menghilangkan ekspolitasi pekerja migran. Agen sebagai penyalur dan 

penempatan PMI dinyatakan di dalam UU tersebut, namun penelitian Migran 

Care tahun 2021/2022 mencatat beberapa persoalan penting yang menjadi 

sorotan.  Sorotan pada peran dominan agen perekrutan swasta dalam 

proses migrasi digambarkan dari data BP2MI pada tahun 2022 dari 6436 

jumlah tercatat PMI yang ditempatkan sebanyak 5.553 PMI ditempatkan 

oleh PJTKI swasta. Data tersebut menggambarkan bahwa sumber utama 

informasi tentang ketenagakerjaan, penempatan kerja dan peraturan di 

Negara penerima oleh PJTKI yang dominan.  

Kurangnya akses calon PMI kepada layanan pemerintah digantikan 

oleh calo dapat menjadikan PMI rentan terhadap eksploitasi sejak sebelum 

berangkat hingga penempatan. Media masa sering mengungkap kasus-

kasus eksploitasi, perdagangan orang dan pelanggaran lainnya yang 

menjadikan PMI sebagai korban. Penegakan hukum yang lemah di institusi 

pemerintah baik di tingkat lokal daerah maupun pusat. Meskipun ada 
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UU/21/2007 tentang pemberantasan perdagangan orang kepolisian banyak 

menangani kasus tentang perdagangan orang tercatat 148 kasus dan 158 

keputusan30.  

Peristiwa pandemi yang dimulai pada tahun 2020 PMI di Malaysia 

banyak yang terkena dampak yang berkahir dengan dipulangkan. 

Kementerian Sosial dalam masalah ini mengambil bagian31. Pada bulan 

Juni dan Juli 2021 adalah puncak dari kegiatan pemulangan PMI sebanyak 

7300 PMI yang bermasalah di Malaysia. Kementerian social melalui Menko 

PMK berfokus pada pananganan korban tindak perdagangan orang dengan 

layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi. Persiapan kementerian 

social berada di beberapa titik yaotu Tanjung Pinang dan Pontianak 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Covid-19.  

Rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) disiapkan di dua 

tempat yaitu di Tanjung Pinang dan Bambu Apus Jakarta serta 41 tempat 

rehabilitasi lainnya milik kemensos. Tempat tersebut dijadikan tempat 

rehabilitasi maupun karantina mandiri terhadap PMI yang dipulangkan.  

Mengacu pada analisis kebijakan pada bukti implementasi dapat 

dilihat pada pendapat beberapa pakar atau peneliti yang mendalami 

masalah tersebut. Putri YM dan Asih (2022) berpendapat bahwa kebijakan 

berbasis bukti perlu dibuktikan melalui beberapa hal berikut; efektifitas, 

efisiensi, orientasi layanan, akuntabel, demokrasi dan kepercayaan. Jika 

dilihat pada bukti tersebut cara mengukur secara angka belum dapat 

dilakukan. Namun kebijakan yang berorientasi layanan, efektif dan 

responsive telah dilakukan oleh pemerintah.  

Pada isi kebijakan hal yang menjadi perhatian adalah tentang 

kebijakan yang mudah dipahami, logis, relevan dengan situasi, responsive 

dan pesan kebijakan cukup jelas. Maka pada konteks kebijakan Negara 

terhadap perlindungan WNI dan PMI cukup jelas dan transparan. Bahwa 

terdapat masalah yang masih terjadi tentu perlu menjadi perhatian banyak 

pihak termasuk dari sisi PMI sendiri.  

 
30 https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-

perdagangan orang-22- belum-rampung (Diakses, 25 Juni 2022). 

31 https://kemensos.go.id/7300-pmi-bermasalah-dipulangkan-kemensos-siapkan-2-rptc-dan-balai. 

 

https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan%20orang-22-%20belum-rampung%20(Diakses,%2025%20Juni%202022).
https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan%20orang-22-%20belum-rampung%20(Diakses,%2025%20Juni%202022).
https://kemensos.go.id/7300-pmi-bermasalah-dipulangkan-kemensos-siapkan-2-rptc-dan-balai
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Secara keseluruhan dideskripsikan pada gambar berikut ini:  

 

 

 
 

Analisis pada Undang-undang No.18/2017 berikut menggambarkan 

hal-hal penting yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Terjaminnya pemenuhan dan penegakkan HAM 

b. Terjaminnya perlindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran 

Indonesia.  

Mengacu pada laporan kinerja BP2MI tahun 2021 (BP2MI, 2021;36)  

berikut adalah gambarannya: 

1) Indikator peningkatan upaya pencegahan dan penindakan bagi PMI non 

prosedural dengan ukuran kinerja realisasi 97 orang dari target 250 

orang. Presentasi capaian ini adalah 38,80%. Dapat dikatakan capaian 

ini rendah.  

- Jelas
- Logis
- Relevan
- Terikat waktu

• Bukti Hasil 
Kebijakan

- Ada angka yang 
bida diukur 
(Statistik)
- Dampak: sosial 
dan ekonomi

• Bukti 
Implementasi

- Agenda kebijakan
- Alternatif pemecahan 
masalah
- Tahap penetapan  
implementasi 
kebijakan

• Tinjauan 
Kebijakan
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2) Indikator penempatan PMI yang terampil dan professional dengan 

target 37.780 orang, realisasi yang bisa diwujudkan sebanyak 65.363 

orang. Presentasi realisasi ini adalah 173,01%.  

3) Indaktor pada peningkatan perlindungan PMI dan keluarganya, pada 

kasus penurunan PMI capaian kinerja hanya 28% sementara pada 

presentasi PMI dan keluarga yang melakukan kegiatan produktif 

presentasi capaian sebanyak 107, 32%.  

Sejalan dengan rilis laporan kinerja BP2MI pada sisi implementasi 

ada hal-hal yang berbeda bisa terjadi. Kasus mutakhir menimpa PMI yang 

diberitakan media paska penandatanganan MoU sebagai berikut: 

1) Bebasnya majikan dari tuntutan atas kejahatan terhadap seorang 

pekerja rumah tangga asal NTT bernama Adelina Lisao. Adelina 

meninggal dunia pada tahun 2018 setelah mendapat penyiksaan dari 

majikannya di Pulau Pinang. Bantuan hukum terus dilakukan, sidang-

sidang terus dilaksankan namun pada Kamis, 23 Juni 2022 putusan 

pengadilan Penang menyatakan majikan Adelina tidak bersalah. Hal ini 

sangat merusak rasa keadilan. Duta besar sebagai sebagai perwakilan 

Negara menghadiri acara sidang terakhir tersebut mengaku kecewa.32  

2) Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) memaparkan data tentang WNI 

yang meninggal di pusat tahanan imigrasi Sabah Malaysia sebanyak 

149 orang. Mereka yang meninggal berasal dari 5 titik pusat tahanan 

imigrasi dalam jangka 1,5 tahun dihitung dari tahun 2021. Data tersebut 

berbeda dengan data yang dimiliki oleh Konjen (KJRI) Indonesia di kota 

Kinabalu. Tercatat yang meninggal tahun 2021 hanya satu orang dan 

2022 sebanyak 6 orang. Beragam penyebab kematian tahanan imigrasi 

Malaysia salah satunya karena sakit atau kena virus Covid-1933 

3) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merilis hasil penelitian tentang 

efektifitas penyelengaaran jaminan social bagi PMI dan keluarga selama 

masa pandemi. Hasil penelitian DJSN ternyata masih banyak PMI yang 

belum terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan 

social PMI. Sebanyak 6,09 juta PMI (67,7 persen) yang tidak terdaftar 

 
32 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61911647 (Diakses pada 28 Juni 2022) 
33 https://www.msn.com/id-id/berita/other/49-wni-tewas-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia-ini-
tanggapan-kjri (Diakses pada 28 Juni 2022).  

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61911647
https://www.msn.com/id-id/berita/other/49-wni-tewas-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia-ini-tanggapan-kjri
https://www.msn.com/id-id/berita/other/49-wni-tewas-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia-ini-tanggapan-kjri
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sebagai anggota BPJS. Potensi PMI yang bisa menjadi anggota BPJS 

mencapai 6,46 juta bahkan lebih34.  

Jika melihat pada isi kebijakan dalam Undang-undang ada peraturan 

yang menyatakan perlindungan kepada keluarga PMI melalui program 

jaminan social pekerja yang harus diikuti. Program tersebut adalah wajib 

bagi calon pekerja yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan 

kematian. Program yang dianjurkan atau bersifat sukarela untuk PMI 

adalah menjadi anggota BPJS jaminan hari tua. Kebijakan tersebut pada 

satu sisi adalah memberatkan pekerja dengan iuran, namun pada sisi 

manfaat sangat berguna bagi PMI jika mengalami kecelakaan kerja dan 

jaminan hari tua.  

Rekomendasi dan evaluasi dari BP2MI (2021; 37) terhadap 

beberapa kinerja yang belum maksimal dapat diwujudkan adalah karena 

beberapa sebab antara lain; 

1) Menurunnya jumlah penempatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 

2020. Tahun 2020 penempatan PMI mencapai 109.510 menjadi 65.363 

PMI. 

2) Pemulangan PMI dalam jumlah besar dari Malaysia karena Lockdown 

dan krisis ekonomi yang menjadikan banyak PMI tidak bekerja sehingga 

dipulangkan. Jumlah mereka yang dipulangkan mencapai 10.987 

orang, jumlah tersebut terdiri dari PMI yang legal maupun illegal.  

Rangkaian kebijakan, sosialisasi, bantuan dan pelindungan yang 

diupayakan oleh pemerintah belum seperti yang diharapkan. Namun 

keterlibatan berbagai pihak dalam perlindungan PMI sangat penting dalam 

mensukseskan implementasi kebijakan. 

 

 
34 https://money.kompas.com/read/2022/06/28/155012026/penelitian-djsn (Diakses pada 28 Juni 
2022) 

https://money.kompas.com/read/2022/06/28/155012026/penelitian-djsn
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BAB IV 

PENUTUP 

15. Kesimpulan 

Kebijakan perlindungan warga Negara Indonesia adalah amanat 

UUD 1945.  

a. Aspek politis: pemerintah sebagai pemegang kuasa politik membuat 

undang-undang untuk perlindungan PMI. Pemerintah juga sebagai 

pelaksanan perlindungan PMI melalui Kementerian Luar Negeri dan 

Konjen. Lembaga pemerintah yang khusus menangani PMI adalah 

BP2MI. Dua model perlindungan dari pemerintah yaitu: perlindungan 

dengan pendekatan politis dan upaya kemanusiaan. Upaya 

kemanusiaan, perlindungan dari sisi kemanusiaan melalui cara 

kunjungan, konsultasi bagi korban pelaku kejahatan. 

b. Aspek hukum (legal): kebijakan perlindungan PMI secara undang-

undang terbaru diamanahkan melalui UU 18/2017 tentang perlindungan 

Pekerja Mingran Indonesia yang merupakan revisi dari UU 39/2004. 

Beberapa perubahan pada revisi kebijakan tersebut adalah penyebutan 

nama dari tenaga kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran Indonesia. 

Selain itu lembaga yang khusus mengurus PMI sebelumnya bernama 

BNP2TKI berubah menjadi BP2MI. Badan khusus ini adalah lembaga 

yang mengurus PMI setingkat eselon II. Ciri yang menonjol di dalam UU 

18/2017 adalah pada pengutamaan perlindungan PMI dan keluarga 

pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja. Advokasi hukum 

dengan dua pendekatan pertama Perlindungan hukum preventif sebagai 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau berpendapat sebelum 

ada keputusan pemerintah yang defenitif. Kedua, Perlindungan hukum 

represif: cara perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa. 

Pemerintah harus bersikap hati-hati dalam membuat keputusan yang 

didasarkan pada diskresi.  

c. Aspek anggaran dalam perlindungan PMI masih belum memadai dalam 

hal perlindungan PMI. Jumlah anggaran tahun 2021 saja sebesar 13 

milyar banyak dihabiskan untuk proses pemulangan PMI karena 

pandemi. Capaian kinerja pada sisi perlindungan PMI dalam berbagai 
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kasus belum mencapai pada angka yang diharapkan. Hal ini 

bersesuaian dengan temuan lembaga atau LSM yang menangani isu 

PMI seperti Migran Care dan lainnya. Sementara pada kinerja BP2MI 

dalam peningkatan keterampilan bagi PMI adalah mencapai pada angka 

yang menggembirakan atau melebihi dari target yang ditetapkan. 

Beragam persoalan yang dihadapi antara lain situasi pandemi, 

terbatasnya anggaran, koordinasi dengan berbagai pihak terkait masih 

memerlukan langkah kongrit serta banyaknya PMI yang tidak terdaftar. 

Masih banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, 

perusahaan pengirim PMI, di penempatan, terjadi tindak kekerasan, 

bahkan ditelantarkan di tahanan. Kasus-kasus tersebut terus 

mengemuka. 

 

16. Rekomendasi. 

Berdasarkan pada banyaknya persoalan yang masih mengemuka 

diaalami oleh PMI beberapa hal yang direkomendasikan: 

1. Kementerian Tenaga Kerja: Peraturan pemerintah yang diamanatkan 

dalam UU 18/2017 perlu segera direalisasikan. Penambahan pusat-

pusat pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga dominasi 

peran swasta yang berbiaya tinggi dapat dikurangi.  

2. Lembaga BP2MI: Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai yang 

menangani masalah PMI dalam rekrutmen, pelatihan dan penempatan. 

Biaya rekrutmen yang tinggi perlu diatasi oleh pemerintah agar PMI 

dapat gratis dalam proses rekrutmen. Koordinasi dengan pemerintah 

daerah dalam rekrutmen dan pemulangan lebih baik lagi. Peningkatan 

kapasitas dan kemampuan calon PMI terus dilakukan. 

3. Kementerian Luar Negeri (Kedutaan dan Konjen); Perlunya peningkatan 

dan perbaikan layanan di kedutaan atau konjen di Malaysia. Shelter 

khusus di kedutaan bagi penanganan PMI yang bermasalah perlu 

menjadi prioritas. Memperbanyak layanan akses konsultasi di berbagai 

titik PMI yang jauh dari jangkauan kedutaan maupun konjen.  

4. Depkumham (imigrasi) di kedutaan dan konjen perlu mensosialisasikan 

layanan imigrasi secara daring yang memudahkan PMI yang jauh dari 

jangkauan kedutaan dan konjen. 
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5. Polri: Mewaspadai jalur-jalur pengiriman PMI secara illegal dan 

menindak pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI illegal. 

6. Agen swasta: agar terus melakukan sosialisasi dan kampanye kepada 

calon PMI agar melalui mekanisme legal supaya terlindungi oleh 

Negara. 

7. Negara Malaysia: Instrumen perjanjian ASEAN dan MoU agar sama-

sama dipatuhi sebagai kekuatan yang mengikat. Komite ASEAN yang 

merupakan badan adhoc perlu ditingkatkan kewenangannya. 

8. Pemerintah Daerah: ikut berperan dalam memberdayakan serta 

meningkatkan kemampuan skill PMI. Pemda menyediakan dan 

memfasilitasi layanan rehabilitasi serta memulihkan PMI yang kembali 

karena berbagai masalah.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Inti kebijakan tentang pekerja di Malaysia 

 

   

   

   

   



 
 
 

 
 

 
  

Sumber: Azhar. A.N.K, 2017 dari Labour Departement Malaysia. 

https://www.slideshare.net/Anisnajwakhairulazha/akta-kerja-1955 (diakses 

pada 26 Juni 2022) 

 
 

Lampiran 2 Tabel Konvensi PBB tentang upah pekerja 

Ketentuan Konvensi 26 Konvensi 99 Konvensi 131 

Tahun Adopsi 1928 1951 1970 
Tanggal berlaku 14 Juni 1930 23 Agustus 1953 29 April 1972 
Jumlah Ratifikasi 105 52 54 
Status Status quo Status quo Up to date 
Prinsip Pokok Membuat 

mekanisme upah 
minimum 

Membuat dan 
menetapkan upah 
minimum yang 
standar 

Membuat system 
penetapan upah 
minimum 

Ruang Lingkup Sektor bisnis dan 
perdagangan  

Sektor pertanian Semua sector 
formal 

 

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114232140-4-

115409 (Diakses pada 24 Juni 2022) 

 

 

 

 

Lampiran 3 gambaran konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh 

pemerintah Indonesia: 

No No Konvensi 
dan Tahun 

Tentang Ratifikasi UU/PP/Kepres 

1 19/1925 Perlakuan yang sama dalam 
tunjangan kecelakaan kerja 
bagi pekerja nasional dan 
asing. 
 

1927 Lembaran 
Negara RI 
tahun 1929 No 
53 

https://www.slideshare.net/Anisnajwakhairulazha/akta-kerja-1955
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114232140-4-115409
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114232140-4-115409


 
 
 

 
 

2 27/1929 Pemberian tanda ukuran 
berat pada barang yang 
dipak pengiriman melalui 
kapal. 
 

1933 Lembaran 
Negara No 
117/1933 

3 29/1930 Kerja paksa dan kerja wajib 
 

1933 1933/ 
Lembaran 
Negara  No. 
261 
 

4 45/1935 Memperkerjakan perempuan 
di bawah tanah dan 
pekerjaan tambang 

 

1937 1937/ 
Lembaran 
Negara  No. 
261219 
 

5 69/1946 Juru masak kapal 
bersertifikasi 
 

1992 Kepres No 
4/1992 

6 82/1947 Inveksi ketenagakerjaan 
 

- - 

7 87/1948 Kebebasan berserikat dan 
perlindungan dalam 
menjalankan organisasi 

 

1998 UU tenaga 
kerja 

8 88/1948 Institusi pelayanan 
ketenagakerjaan 
 

1948 Keppres 
No.36/2022 

9 98/1949 Penerapan prinsip-prinsip 
hak dalam berorganisasi dan 
perundingan. 
 

1956 UU 18/1956. 
Lembaran 
Negara nomor 
42 

10 100/1951 Penghapusan upah yang 
sama bagi pekerja laki-laki 
dan wanita untuk pekerjaan 
yang sama nilainya. 

 

1957 UU 80/1957. 
Lembaran 
Negara no.171 

11 105/1957 Penghapusan kerja paksa 
 

1999 UU 
No.20/1999 

12 106/1957 Istirahat mingguan dalam 
bisnis 
 

 UU No.3/1961 

13 111/1958 Diskriminasi dalam 
pekerjaan dan jabatan 

1958 UU 
No.20/1999 

14 185/1958 Dokumen Identitas pelaut 2008  
15 120/1964 Kebersihan di tempat 

berdagang. 
 
 
 

1969 UU No3/1969 



 
 
 

 
 

16 138/1973 Batas usia minimum untuk 
bekerja 
 

1999 UU 
No.20/1999 

17 144/1976 Tripartit konsultasi dalam 
mempromosikan 
pelaksanaan standar buruh 
internasional. 
 

2006 Kepres 
No.26/2006 

18 182/1999 Penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak 

2000 UU 21/2000  

19 8 konvensi 
utama 
tentang hak 
pekerja 

   

  

Sumber: https://sbmi.or.id/ (Serikat Buruh Migran Indonesia, diakses pada 

25 Juni 2022) 

 
Lampiran 3 isi MoU Indonesia - Malaysia 

 
 
 
 
 
 

MoU Indonesia- Malaysia  1 April 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sbmi.or.id/


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

LAMPIRAN ALUR PIKIR 

 

ALUR PIKIR 

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN NASIONALISME 

 

  

  

LANDASAN 

PMI  

Terlindungi 

NASIONALISME 

MENINGKAT 

➢ UUD 1945 Pembukaan dan pasal 28 D (1) 

➢ Ratifikasi konvensi internasional terkait pekerja 
migran 

➢ Konvensi ILO diratifikasi menjadi Undang-
undang 

➢ Perjanjian ASEAN sebagai komitmen bersama 
➢ UU N0. 18/2017 tentang Perlindungan PMI 
➢ Peraturan BP2MI 

 

 

 

 
Pertanyaan Kajian 
1) Bagaimana regulasi yang mengatur 

perlindungan warga Negara Indonesia di 
luar negeri. 

2) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam 
perlindungan warga Negara Indonesia di 
luar negeri khususnya pekerja migran. 

3) Bagaimana dukungan anggaran terhadap 

 

PMI KE MALAYSIA 

              LINGSTRA 

ANALISA: 

- Politik-Hukum (Diplomasi, 

ASEAN Agreement dan MoU) 

- Kebijakan: Internasional (ILO), 

Regional (Agreement) dan 

Nasional (UU 18/2017) 

 
- INTERNASIONAL 

- NASIONAL 

- POLITIK 

- SOSIAL BUDAYA 

- EKONOMI 

- PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

- DEMOGRAFI 

MASALAH 
PERLINDUNGAN: 

1. SEBELUM 
BERANGKAT 

2. PERJALANAN 
3. PENEMPATAN 

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 

            REPUBLIK INDONESIA 

 


